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ABSTRAK

Keputusan Presiden No.55/1993 telah menghapuskan lembaga
pembebasan tanah. Dengan demikian pihak swasta tidak lagi dapat
meminjam tangan pemerintah untuk menggusur tanah-tanah rakyat dengan
dalih demi kepentingan umum. Dalam Keputusan Presiden lebih dipertegas
lagi makna kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan. Di samping itu telah digariskan pula bahwa pengadaan tanah
selain untuk keperluan - pembangunan demi kepentingan umum oleh
pemerintah, harus dilakukan sendiri oleh investor dengan cara yang biasa,
yaitu jual beli, tukar menukar, atau cara yang lain yang disepakati secara
suka rela oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Keputusan
Presiden No.55 tahun 1993).

Banyaknya kasus yang terjadi disekitar pembebasan tanah, tidak lain
sebagai pemicu timbulnya sengketa adalah berkisar pada masalah ganti
kerugian, baik mengenai besarnya penetapan ganti kerugian maupun
pelaksanaan pembayarannya. Di dalam mengadakan penetapan besarnya
ganti rugi, panitia diharuskan untuk benar-benar mengusahakan tercapainya
persetuyjuan kedua belah pihak yaitu antara pihak pemerintah dengan pihak
masyarakat berdasarkan atas dasar musyawarah dan penetapan ganti rugi
haruslah dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
harga tanah.

Sementara itu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang
No. 20 tahun 1961 tidak memuat tentang peraturan pembebasan hak atas
tanah. Seperti yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria
dikenal dengan istilah pencabutan hak atas tanah yaitu pengambilan tanah
kepunyaan sesuatu pinak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak
atas tanah menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu
pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.

Maka dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang
pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dengan sendirinya pencabutan
hak atas tanah tidak dikenal lagi. Namun demikian, pencabutan hak atas
tanah merapazkan upaya terakhir yang dilakukan apabila pihak pemerintah
tidak menemukan jalan keluar dari hasil musyawarah antara pemilik tanah
dengan pemerintah. Meskipun demikian upaya-upaya musyawarah menjadi
sebuah prasyarat utama bagi pengadaan tanah guna pembangunan bagi
kepentingan umum, yang harus dijalankan oleh setiap pamitia pengadaan
tanah.




ABSTRACT

The President Decision No.55/1993 has erased the land liberztion league,
So, the private line could not lend government hand to drag the pcople’s lands by
excusing of public importance. In President Decision has clarified about the
public importance meaning of land procurement to development importance, It
also has been lined that land procurement besidesto development need for public
importance by government, have to do by investor himself with ordinary way, that
are trade, barter, or another way which agreed in a voluntary manner by the
involvement sides (section 2 subsection (2) President Decision No.55/1 993).

Many cases that happened in the land’s liberation area, as a triger of
lawsuit - causcs, cither the value of indemnity lulfillment or payment
implamantation revolves to indemnity problem. In order to arrange the-value of
indemnity fulfiliment, the committee has to really effort the achieving of the both
sides agreement which is between government side and socicty side based on
conference basic and indemnity fulfiliment have to cosidered the other factors that
effect the land’s price. _

In a while, the Agrarian Main Ordinence and the Ordinence No.20/1961
doesn’t have regulation about right liberntion of land. In accordance with the
regulation on scclion |8 of Agrarian Main Ordinenceas known as a right
revocation of land is a removal land ownership of certain sideby state in force way
resulted right of land become vanished which the involvement without deoing
anything allcpal or carclass to fill law duty.

So ‘The President Decision No.55/1993 has produced about iand
procurement for public importance, the right revocation kand has no more known
automatically. However, the right revocation of land is the last eftort to do if the
government does not find a way out from conference product between the land
ownership and government. Eventhough the society effort become a main
prerequisite to land procurement to development to public importance, it has to
put in by every committee of land procurement.




KATA PENGANTAR
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susun  dengan judul “ Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan -Keppres 35
Tahun 1993 (Studi Kasus Pembangunan Terminal Di Kelurahan
Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Daerah lstimewa Vogyakarta).

Dan persiapan sampai dengan  penyelusalan  tesis  ini -penulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermata i)en'caharian di
sektor agraris, sumber daya tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting.
Penguasaan tanah vang tidak hanya berarti ekoﬁomi dalam arti sebagian sumber
kehidupan, akan tetapi berkaitan juga dengan aspek sosial politik, budava, dan
babkan cenderur;g mempunyai arti magis.

Tanah secara geologis agronomis, merupakan lapisan lepas permukaan
bumi vyang paling atas. Tapah vang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-
tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah perkeb‘ﬁnan, dan tanah
pertanian, sedangkan tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan
dinamakan tanah bangunan. Selaku fenomena yuridis hukum positif kita, tanah
itu dikualifikasikan sebagai permukaan bumi, sedangkan di dalam pengertian
bumi itu termasuk pula tanah dan tubuh bumi.

Tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air( Undaﬁg-Undang
Pokok Agraria Pasal 14 (1) jo Pasal 1 butir (4)). Pembatasan pengertian tanah
dengan permukaan bumi itu dapat kita jumpai pula dalam penjelasan pasal demi
pasal. Penjelasan Umum Bagian 11/(1) menegaskan babwa dalz‘lmpada itu hanya
permukaan bumi saja vaitu vang disebut tanah, vang dapat dihaki. 61eh seseorang.

Hanya saja problem agraria pada saat ini yang' berpgligka] pada

industrialisasi, telah menimbulkan masalah vang lebih serius bagi kaum peinilik




tanah terutama petani, yang secara politik juga lemah. Proyek~proyek
pembangunan yang sebagian besar juga dimotori atau disokd_ﬁg oleh pemerintah,
mengakibatkan adanya perubahan sikap netralitas pemerintah pusat maupun
daerah dalam menghadapi masalah pertanahan, Karena .pr'oy'ek datang atas
kehendak pemerintah, .maka ada semacam kewajiban politik pemerintah untuk
menyediakan tanah bagi proyek tersebut. Dengan dalih bahwa proyek tersebut
adalah proyek untuk kepentingan umum; sudah menjadi kewéjiban rakyat untuk
merelakan haknya demi kepentingan mega proyek itu.

Keberadaan peraturan mengenai pertanahan yang diatur délam Undang-
Undang Pokok Agraria yang telah berlaku lebih dari 30 tahun itu tidak banyak
dilakukan perkembangan dalam usahanya untuk mengembangkan ketentuan-
ketentuan yang menyangkut pertanahan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan
dengan peraturan-peraturan pelaksana mengenai pembebasan tanah yang apabila
kita lihat dari sudut pandang yuridis mempunyai banyak kelemahan-kelemahan
yang mendasar. |

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia séutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan
mencakup, Pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan
lain-lain, Kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, tasa keadilan,
rasa sehat, Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercantum
dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Oleh karena ruang lingkup
pembangunan begitu luas, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi

berkesinambungan,




(¥

Pembangunan pertanahan mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial
diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa melalui penataan kepemilikan dan penguasaan

R

tanah bagi masyarakat secara adil, didukung oleh tertib hukum dan tertib
administrasi, serta tertib pemeliharaan dan penggunaan tanah pada suatu pola
berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang, serta menjamin.
pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup '

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan mengenai
tyjuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut, “Untuk memajukan
kesejahleraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . dan‘ ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian ahadi,
dan keadilan sosial” (negara kesejahteraan). |

Di samping itu dalam Penjelasan Umum Undang—U'ndang Dasar 1945,
bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechistaar), tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (machistaaf) yang menyebabkan  segala tindakan
kebijaksanaan harus berlandaskan kepada ketentuan-keteﬁtuan mengenal
peraturan perundang-undangan yang sah. |

Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bértujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, membuat suatu masvarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan). Negara hukum
itu sendiri menurut Freidrich Julius mempunyai ciri-ciri se_bagai bérikut ;

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

' Tap. MPR No. [I/MPR/1998, hlm. 55.




2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
itu (Trias Politica).
3. Pemerintah yang berdasarkan peraturan-peraturan.’

Sementara itu dalam perkembangan teori keneparaan negara hukum
sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi sehingga merupakan suatu yang
ideal dalam bernegara, sehingga membentuk suatu negara hukum vyang
demokratis. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukum harus terumus secara
demokratis, artinya hukum memang dikehendaki oleh rakyat, dan aturan hukum
merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya yanp hidup dalam masyarakat, di
mana sistem hukum yang bertaku merupakan sub sistem sosial,

Dalam Freis Ermessen, yaitu kewenangan yang sah.untuk turut campur
dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menye]c&ggarakan
kepentingan umum seperti memberi ijin, | melakukan pencabutan hak dan
sebagainnya.’ Dalam hal ini pemerintah juga memiliki kewcnangan dalam bidang
perundang-undangan seperti yang disebutkan E. Utrecht vaitu, Pertama,
kewenangan atas inisiatif sendiri yaitu kewenangan untuk membuat peratﬁran
perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, tanpa meminta
persctujuan parlemen tertebih dahulu (Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945),
Keduu, kewenangan karena delegasi perundang-undangan dari Undang-Undang
Dasar, yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundéng-undangan yang

derajatnya lebih rendah dari undang-undang yang berisi masalah-masalah untuk

* S.F.Marbun, et.al, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,
1987, him.44.

3 Ihid. hlm.46.




mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dalam satu undang-undang {Pasal 5 ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945). Adapun tata urutan (hirarkis) sistem perundang-
undangan di Indoneisa sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966
adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan MPR.

3. Undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-und_ang.

4. Peraturan pemerintah.

5. Keputusan Presiden.

6. Peraturan pelaksana lainnya.

Rumusan diatas menunjukkan tertib hukum di Inddﬁesia dimaksudkan
agar dalam pengaturan kebijaksanaan tidak terjadi penyelewengan terhadap
peraturan yang me_nj adi landasan kebijaksanaan tersebut, |

Dalam hubungannya dengan peraturan tanah untuk kepentingan umum
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur
mengenai pencabutan hak atas tanah yang tertuang dalam Paéal 18, dan dalam
pelaksanaannya kemudian diatur dalam Undang-Undang No.20/1961 tentang
pencabutan hak atas tanah. Dalam pencabutan hak atas tanah tersebﬁt tetap diikat
dengan syarat disertai dengan pemberian ganti kerugian yang la}fak, Tanah yang
boleh dicabut haknya dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 adalah:

1. Untuk kepentingan umum termasuk didalamnya kepentingan bersama,

ncgara, serta kepentingan rakyat,




2. Merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah vang diperlukan apabila
dalam musyawarah dengan pemilik tanah tidak membawa hasil yang
diharapkan.*

Pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat serta untuh memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
Pembangunan di bidang pertanahan bertujuan untuk memanfaatkan tanah secara
terpadu antara berbagai sektor pembangunan serta peningkatan kualitas ruang.®

Menelaah persoalan diatas, jelas bahwa Undang—Undang Pokok Agraria
dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 menjunjung tinggi hak milik atas tanah
karcna wewenang pencabutan hak atas tanah ada pada pemerintah dengan
didasarkan pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sefnentara itu istilah
pembebasan tanah baru ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.15/1975 tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah yang
kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,

Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 telah mencabut berlakunya
peraturan lama mengenai pembebasan tanah, yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15 tahun 1975, No. 2 Tahun 1976, dan No. 2 Tahun 1985,

Kehadiran Keputusan Presiden tersebut kiranya - d‘apat‘ memberikan
secercah harapan bagi masyarakat pemilik tanah yang ser.ing fnenjacli korban

dalam pelaksanaan pembebasan tanah. Seperti telah diketahui, bahwa pelaksanaan

* AP Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agrarla CV. Mandar
Maju, Bandung, 1991, him. 101,

* Tap. MPR No. 1/MPR/1988, him 102.




pembebasan ta.ngh menurut peraturan lama sering mengimbas .pada kerugian dan
kesengsaraan pemilik tanah, karena dalam peraturan lama memungkinkan pihak
swasta untuk melaksanakan pembebasan tanah, dengan ".bantuan panitia
pembebasan tanah sering berkolusi dengan investor yang membutuhkan tanah.
Tidak jarang, para pemodal kaya memakai baju kepentingan umum 'sehingga
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1§76, fnereka dapat
meminjam tangan pemerintah untuk menggusur tanah rakyat. Padahal provek
tersebut sebenarnya untuk kepentingan swasta mﬁmi, tetapi direkayasa seakan-
akan untuk kepentingan umum.

Dalam Keputusan Presiden lebih dipertegas lagi mékné kepentingan
umum dalam pengadaan tanah untnk kepentingan pemhangunan. D» samping ity
telah digariékan pula bahwa pengadaan tanah selain untuk keperluan
pembangunan demi kepentingan umum oleh pemerintah, harus dilakukan sendiri
oleh investor dengan cara yang biasa, yaitu jual beli, tukar menukar, atau cara
yang lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersangkutan
(Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden No.55/ 1993).

Apabila kita telaah kembali tata urutan perﬁndangan di Indonesia,
seharusnya peraturan yang berada diatasnya mcenjadi landasan yuridis bagi
peraturan yang ada dibawahnya, sementara bila dikaitkan dengan kewenangan
pemerintah atas inisiatif dan atas delegasi seperti dalam Freis Ermessen bahwa
kewenangan tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Presiden tidlak diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 melainkan dalam Tap. MPR No. XX/MPRS/1966.




Banyaknya kasus yang terjadi disekitar pembebasan tanah, tidak lain
sebagai pemicu timbulnya sengketa adalah berkisar pada masalah ganti kerugian,
baik mengenai besarnya penetapan ganti kerugian maupun pelaksanaan
pembayarannya. Di dalam mengadakan penetapan besarnya ganti rugi, panitia
hendaknya benar-benar mengusahakan tercapainya persetujuan kledua belah pihak
berdasarkan atas musyawarah dan penetapan ganti rugi haruslah dengan
memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.® Sementara
ganti rugi itu merupakan suatu hak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya
kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kepentingan itu,
sedangkan bagi orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kepentingan itu,
ganti rugi adalah merupakan suatu kewajiban, apabila orang vang dirugikan
haknya tersebut mengadakan gugatan atas kepentingan itu.’

Terjadinya penyunatan bahkan pembayaran atas kompensasi tersebut
dibayarkan beft%ﬂmn—tahim sehingga pemilik tanah sering 'menolék untuk
menerima ganti kerugian karena dengan alasan telah mengglami fluktuasi.
Sesungguhnya sumber masalah terletak pada adanya konflik dua kepenﬁngan atas
tanah. Hal tersebut amat strategis selain menyangkut segi' e}coﬁomi juga
melingkupi ba;gian asasi dari hidup dan kehidupan 1nasym&at kebanyakan.
Sedangkan menurut Maria SW. Soemardjono, masalah yang sering’ dijumpai

dalam proses pembebasan tanah adalah sebagai berikut ; ®

§ Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dap Pembebasan Di
Indonesia, Alumni, Bandung, 1993, him.26. o
" Subekti, Aneka Perjanjian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, him.53.

¥ Maria SW. Soemardjono, Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Jurusan
Hukum Agraria, Fakultas Hukum UGM, Yogvakarta, 1982, him,30.




1. Pelaksanaan keharusan adanya musyawarah.

2. Penetapan ganti rugi yang sering kali dirasakan jauh dari memadai namun -

terpaksa diterima oleh pihak yang terkena peinbebasan tanah.

3. Pembayaran ganti rugi yang lambat.

4. Prosedur pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, -

Dalam tradisi Jawa ada pepatah sadumuk bathuk, senyari bumi, tan
makal tinitohan pati. Persoalan tanah adalah persoalan hidup dan mati dimana
heroisme dan harga diri teruji. Tingginya makna tanah membuat hal yang sepadan
bila digantikan dengan nyawa. Maka konsepsi ganti rugi saat ini seharusnya
merupakan formulasi menuju penyelesajian konflik kepentingan vyang lebih
demokratik,

Terjadinya kontradiksi seperti hal diatas menyebabkan tidak adanya
kepastian hukum bagi masyarakat schingga seperti yang telah penulis jelaskan
diatas, bahwa posisi masyarakat scbagai pemilik hak atas tanah sangat lemah,
terutama pada nilail ganti kerugian yang selalu tidak jelas.

Ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang disebabkan adanya
ketimpangan nilai-nilai hukum tersebut telah mendorong p'enﬁlis untuk
menyumbangkan buah pikirannya dalam rangka membangun nilai-nilai hukum

demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Schubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari

ketimpangan peraturan mengenai pengadaan tanah, maka sering terjadi benturan
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antara pemegang hak milik atas tanah (rakyat) dan peminat (pemerintah/swasta).
Hal ini telah tergambar dengan keberadaan peraturan mengenai pengadaan tanah
ditinjau dari sudut pandang yuridis yang berkaitan dengan kasus tanah di
Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo, dan yang akhimya menimbuikan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan. tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umwmn?
3. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung pengadaan tal-mh unfuk
kepentingan umum guna pembangunan Tenminal Bus Giv;fang'aﬁ.di Kota

Yogyakarta.

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi pélaksanaan
pembangunan untuk kepentingan wmum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
3. Untuk Mengetahui fakfor penghambat dan faktor pelldﬁkung .pengadaan
tanah untuk Kkepentingan umum guna pembanguﬁan Terminal Bus .

Giwangan di Kota Yogyakarta.
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1.4 Manfaat Penelitian
|. Manfaat dari segi teoritis diharapkan mampu memberikan wacana tambahan
bagi pengembangan ilmu hukum, kKhususnya hukum pertanahan terutama
dalam memberikan pijakan bagi teorisasi pembentukan hukwmn di Indonesia.
2. Manfaat dari segi praktik dimaksudkan dapat menjadi masukan serta umpan
balik setidak-tidaknya mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah,
pelaksanaan musyawarah dan pelaksanaan panti rugi dalam pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Hukum Mengenai Pembebasan Ha.k Atas Tanah

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sejak lahir sampai
menuju hayatnya. Adanya sebuah negara pun turut ditentukan dengan ada
tidaknya tanah (wilayah) yang dimilikinya. Begitu pentingnya tanah bagi sebuah
peradaban manusia dan bangsa. Kemerdekaan yang kita proklamirkan pada
tanggal 17 Agustus 1945 juga merupakan pembebasan tanah bangsa kita dari
penjajahan. Revolusi fisik atau tanah akhimya tercapai juga, meskipun tidak
demikian dengan revolusi hukum atas tanah,

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah khususnya di Indonesia

‘memiliki sifat hubungan yang senantiasa berkembang menurut perkembangan

budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Sistem penguasaan
yang berbenturaﬁ dengan kepentingan masyarakat adat menja;iikan penguasaan
tanah terkait erat dengan kondisi sosial, budaya, dan pcrekonomi_an tradisional
yang hidup di Indonesia, bahkan telah menimbulkan pertentangan dengan hukum
adat yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pertentangan tersebut lebih
disebabkan oleh penerapan Hukum Rarat vang herdimensi nada eksploitasi lahan
untuk kepentingan perekonomian bangsa kolonial.

Akibat dari pertentangan tersebut telah mengakibatkan lemahnya nilai
tawar bagi hukum milik rakyat asli dan menyebabkan dualisme pada hukum

tanah, dimana Hukum Barat diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan




asing yang dipersamakan dengan golongan Eropa. i lamn pihak berlaku hukum
adat bagi golongan Bumi Putra atau orang Indonesia asli. sehingga tidak ada
jaminan kepastian hukum bagi rakyat asli dalam bidang agraria pada khususnva.
Dalam bidang pertanahan dikehendaki adanva kepastian tentang:"

I. Hak atas tanahnja. Tanah jang dipunjai dengan hak milik, jang tidak terbatas

jangka waktunja harganja lebih tinggi daripada tanah sewa atau tanah hak
guna bangunan, o

2. Siapa jang mempunjai tanah itu, ini mengenai subjek haknja. Kepastian
tentang hal ini diperlukan, karena perbuatan-perbuatan mengenai tanah
tersebut pada asasnja hanja menimbulkan akibat hukum jang dikehendaki,
Jika dilakukan oleh jang mempunjai,

3. Tanahnja jang dihaki itu, ini mengenai objek haknja, jaitu dimana letaknja,
berapa luasnja, dan bagaimana batas-batasnja. Kiranja mudah dimengerti,
orang menginginkan kepastian djuga mengenai hal-hal tersebut, karena
tidak ada kepastian itu mudah menimbulkan sengketa,

4. Hukumnja jang berlaku, jaitu aturan-aturannja -untuk  mengetahui
wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban jang mempunjainja.

Berlakunya peraturan hukum mengenai penguasaan tanah, dan pada
khususnya mengenai pembebasan tanah di Indonesia, maka dapat kita bedakan
dari waktu berlakunya yaitu peraturan hukum tanah pada jaman sebelum

kemerdekaan,
1. Jaman Sebelum Kemerdekaan
Pada jaman penjajahan Belanda hukum dibidang agraria sungat tidak
menguntungkan bagi rakyat (pribumi). Segala hal kebijaksal}aan' mengenai
pertanahan senantiasa didasarkan atas prinsip-prinsip yang secara nyata harus
menguntungkan pihak mereka selaku penjajah. Karena tanah rﬁemaﬂg salah satu
modal dalam mengatur kebijaksanaan pemerintah yang mantap untuk

dimanfaatkan bagi kemajuan ekonominya. Sesuai dengan keadaan waktu itu,

! Boedi Harsono, Sedjarah Penyusunan, lsi, Dan Pelaksanaannia !—!-'_-!-:!;.ré Agravia T
Indonesia, Djambatan, Djakarta, 1999, him.51.




prinsip dagang dalam politik pertanahan kolonial sangat menonjol. VOC sebagai
embrio pemerintahan Belanda dj Indonesia adalah salah satu badan usaha yang
bergerak di bidang perdagangan, maka tidak mengherankan kalau pemerintah
Belanda selalu menggunakan prinsip dagang dalam mengatur segala hal, termasuk
dalam pengaturan mengenai agraria (politik agraria), tidak lain hanya untuk
kepentingan akumulasi moda! yang pada saat itu merupakan Kapitalisme
Partikelir (perkebunan).

Kebijakan politik agraria oleh kolonialisme Belanda‘hanyalah untuk
kepentingan bangsa Belanda sendiri dimana perlindungan hukum bﬁkan ditujukan
kepada orang-orang Bumi Putra melainkan untuk meiiﬁdungi pengusaha-
pengusaha Belanda yang mayoritas menjadi tuan tanah yang kemudian hasil dac
perkebunan “tersebut diperuntukkan untuk kemajuan pembangunan kerajaan
Belanda.

Untuk mendapatkan lahan agar dapat memiliki pembebésan terhadap
tanah milik masyarakat pribumi menjadi suatu hal mutlak dilékukan, penguasaan
terhadap tanah pertanian tersebut tidak harus secara langsung dikuasai, melainkan.
juga penguasaan terhadap sarana pendukungnya seperti pajal.c yang dipungut dari
hasil tanah 'pertanian tersebut, penjualan bibit tanaman yang sepenuhnya dikuasai
oleh Pemerintah Hindia Belanda. |

Pada masa ini dibentuklah VOC (Vereinde Oest !ndisché Companie) pada
tahun 1602-1799 dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara pedagang

Belanda. Kebijaksanaan dibidang pertanian antara lain:’

: Soetomo, Politik Dan Administrasi Agraria, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, him.18.
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A.CONTINGENTEN, yaitu pajak dari hasil pertanian yang harus diserahkan
kepada penguasa.

BVERPILICHTE LEVERENTEN, yaitu kewajiban menyerahkati seluruh hasil
panen yang diputuskan pembayarannya ditetapkan secara sepihak.

C ROERENDIENSTEN, sistem yang menerapkan kerja paksa dan rodi.

Politik pertanahan pada jaman ini juga melakukan penjualan tanah milik
rakyat kepada orang-orang yang mempunyai modal besar terutama orang Cina,
Arab, dan Belanda, tanah-tanah tersebut disebut juga tanah partikelir.’

Untuk mendapatkan lahan/tanah pemetintah Hindia Belanda mempunyai
wewenang untuk melakukan pencabutan terhadap hak atas tanah. Hal tersebut
diatur dalam Oenteigenings Ordonantie (Stb. 1920 No.574), secara langsung
wewenang tersebut mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda dapat dengan
leluasa memﬁerluas dacrah perkebunannya dengan dalih denﬁ pembangunan
untuk kepentingan masyarakat.

Secara khusus masalah hukum pertanahan pada jaman Hindia Belanda
diatur dalam Undang-Undang Agraria yang dikenal dengan sebutan Agrarische
Wet (Stb. 1870 No.55) yang lahir karena desakan modal swasta dilatarbelakangi
oleh tekanan kaum liberal bahwa perlunya perusahan swasta diijinkan untuk
mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak kepemilikan perseorangan atas tanah
yang dimiliki oleh orang Indonesia asli sehingga tanah tersebut dapat disewakan
atau dijual oleh mereka, dan menyatakan semua tanah kepemilikann?a tidak dapat

dibuktikan sebagai tanah negara. Pada waktu tengah giat dilaksanakannya Stelse/

* Ibid, him.19.
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tanaman paksa atan Culrur Stelsel sejak tahun 1830, ;angatlah terbatas
kemungkinannya bagi para pengusaha swasta untuk berusaha di dalam lapangan
perkebunan yang besar, sejalan dengan politik monopoti pemerintahan. Maka bagi
pengusaha-pengusaha swasta yang belum mempunyai tanaﬁ sendiri tidak ada
kemungkinan untuk memperoleh tanah yang diperlukannya dengan hak yang kuat
dan dengan waktu yang cukup 1amla.

Agrarische Wet ity adalah untuk memberi kemungkinan .dan jaminan
kepada modal besar asing agar dapat berkembang di Indonesia, dan dalam sejarah
agraria Indonesia ternyata memang berhasil memberi dasar_yan'g utama bagi
berkembangnya modal besar asing di Indonesia, didalam lapangan perkebunan
besar yang memberikan keuntungan yang bermilyar-milyar, membawa cara
eksploitaéi baru oleh kapitalisme modern, yang melahirkan imperialisme modern
dan yang menjadikan imperialisme di Indonesia itu suatu Landbouw Indutricel
Imperialisme, tetapi justru kemiskinan dan penderitaan makiﬁ menghebat bagi
rakyat dan bangsa Indonesia.' Sementara peraturan pelaksénaan Agrarische Wet
diatur oleh suatu peraturan yang disebut dengan Keputusan Aéraria {(Agrarische
Besluit) yang termuat dalam Stb. 1870 No.118.°

Sementara itu pada jaman Hindia Belanda ini belum dikenal dengan
adanya pembehasan tanah, yang ada nada jaman itu adalah pembelian tanah pada
para pemilik tanah yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Kewenangan

untuk membeli juga berdimensi pada wewenang untuk melakukan pencabutan

! Boedi Harsono, op. ¢if. hlm. 19,

* Sudikno Mertokusumo, Perundang-Undangan  Agraria Di Indonesia, Liberty,
Yogyakaria, 1988, him.6.




terhadap hak atas tanah. Kewcnangan melakukan pembelian terhadap tanah
tersebﬁt dituangkan dalam Bijllblﬂd No.11372 jol Bijblad No.12476 tahun 1927.
Peraturan ini mengatur mengenai panitia pembelian tanah untuk ‘kepentingan
pemerintah.

Dalam Bijblad tersebut termuat peraturan yang dinamakan dengan
Gouvernement Besluit tanggal 1 Juli 1927 No.7 yang kemudian diubah dan
ditambah dengan Gowvernement Besiuit tanggal 8 Januari 1932 No.23 yang
intinya sama yaitu mengatur tentang pembelian tanah untuk kepentingan
pemerintah.®

Seperti telah diungkapkan diatas, sistem yang  diberlakukan oleh
pemerintah Hindia Belanda dalam mendapatkan tanah yang dibutuhkan bukanlah
dengan cara membebaskan melainkan dengan cara pengambilalihan hak atas
tanah, Dalam pasal 1 Bijblad No.11372 jo Bijblad No.124767d.isebutkan bahwa
pengambilan tanah untuk kepentingan pemerintah pada prinsipnya harus
diselenggarakan dengan persetujuan pemiliknya, yang selanjutnya dijabarkan baik
yang berhubungan ataupun tidak adanya suatu ordonansi yang menyatakan bahwa
kepentingan umum menghendaki pencabutan hak milik atas suatu benda atau hak,
maka maksud itu hendaknya dicapai melalui jalan perundingan para: pemilik atau
yan;:g berhak.’

Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa untuk iaengémbilan tanah

guna kepentingan pemerintah harus didasarkan atas kesepakatan dengan

¢ Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria. Ctk pertama, Alumni,
Bandung, 1985, him 178, .o

7 Ibid, hlm.12.




pemegang haknya. Dengan demikian apa yang diatur diéini‘ﬁukanlah yang
dimaksud sebagai onteigening (pencabutan hak) sebagaimana yan;r diatur dalam
ordonantie tanggal 31 Juli 1920 (Stb.1920 No.547) yang lebih dikenal dengan
sebutan Onteigenings Ordonantie. |

Pada tahun 1942 kedudukan Belanda mulai goyaﬁ yang kemudian
digantikan oleh Fasisme Jepang. Ketika fasisme.Jepang berkuasa di Indonesia,
masalah pertanahan hampir tidak ada perubahan, artinya peraturan agraria masih
menggunakan peraturan yang lama yaitu ketika jaman kolonialisme Belanda,
kecuali ada hal-hal yang menjangkut pemindahan hak atas _bencialtidak tetap yang
disebut dengan Samuscerei No.2 tahun 1952 tentang peraturan pangkal bagi
larangan pemindahan hak atas benda tetap dan juga penghapusan'-pengusahaan

dari tanah-tanah partikelir oleh pemerintah Dai Nippon .t

2.1.2.Jaman Setelah Kemerdekaan
Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dengan ditandainya
penjatuhan bom atom dikota Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak Sekutu pada
bulan Agustus 1945, maka konsekuensi logisnya adalah pihak yang kalah perang
harus menyerahkan daerah kolonmya terhadap pihak yang menang, dalam hal ini
pihak tentara Sekutu yang diboncengi oleh pihak Belanda. Dengan demikian
kekuatan fasisme Jepang secara bertahap menurun, Ketika terjadi Facum of Power

(kekosongan kekuasaan), sangat dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk

¥ Soetomo, ap. cit., him.59.
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secepatnya memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
penuh atas kekuasannya yaitu tepatnya pada tanggal 17Agustus 1945,

Dengan diproklamirkannya bangsa Indonesia maka secara perlahan
peraturan mengenai hukum mulai diindonesiakan, yang artinya disesuaikan
dengan kondisi realitas objektif yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada
rakyat, walaupun peraturan tersebut tidak sckaligus diganti karena memerlukan
waktu yang lama, sementara itu banyak sekali persoalan-persoalan yang harus
dihadapi dan harus diselesaikan.

Untuk itulah terpaksa digunaléan hukum. agraria yang lama tetapi
pelaksanaannya didasarkan atas kebijaksanaan yang baru dan dengan memakai
tafsir yang baru pula yang sesuai dengan asas-asas Pancasila dan tujuan seperti
yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tetapl secara
bertahap peraturan tersebut disempurnakan misainya, mengeriai'h,ubungan antara
domein verklaring dan hak-hak rakyat atas tanahnya, khususnya hak ulayat.

Pada tahun 1955, berdasarkan Keputusan Presiden No.55/1955
dibentuklah Kementerian Agraria yang pada jaman Kolonialisme Belanda
masalah agraria ini masuk dalam XKementerian Dalam Negqri." Tugas
Kementerian Agraria ini antara lain adalah sebagai berikut

a Mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional yang
sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 26, 27 ayat (1), dan pasal 38
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. _

b Melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan agraria pada umumnya
serta memberi pimpinan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya pada
khususnya.

¢ Menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan
kepastian hak atas tanah bagi rakyat.

9 )
? Soetomo, loc. cit.
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Selain dibentuknya Kementerian Agraria, dalam rangka pembenahan

peraturan agraria dibentuk pula antara lain :

a

b

Panitia Agraria Yogyakarta, dibentuk Penetapan Presiden Republik
Indonesia 21 Mei 1948 No.16, diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo.

Panitia Agraria Jakarta, dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No.19
Maret tahun 1951 No. 36. .

Panitia Negara Urusan Agraria, dibentuk dengan Keputusan Presiden R] 14
Januari 1956, tetapi kemudian panitia ini dibubarkan melaui Keppres 6 Mei
1958 N0.97/1958, mengingat tugas panitia ini tclah selesai berdasarkan
surat tanggal 6 Februari 1956 No.1/1956.

Rancangan Sunarjo, rancangan ini diajukan oleh Menteri Agraria Soenarjo
pada tanggal 14 Maret 1958 kepada Dewan Menteri.

Rancangan Sadjarwo, rancangan ini diajukan sebagai langkah penyesuaian
dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ternyata memperoleh persetujuan
kabinet inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960, yang kemudian pada
tanggal 1 Agustus 1960 rancangan ini diajukan k¢ DPR-GR dan pada
akhirnya pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang Pokok
Agraria (Undang-Undang No.5/1960). '

Sampal pada pembentukan peraturan apraria scperti tersebut diatas,

pelaksanaan hukum pertanahan masih mengalami dualisme penerapan hukum

tanah, disatu sisi hak-hak atas tanah yang diatur oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Barat dan disisi lain hak-hak atas tanah bagi golongan Bumi
Putra. Terdorong oleh keinginan melakukan penyempurnaan dibidang hukum
agraria, maka pada tanggal 24 September 1960 ditetapkan suatu undang-undang
yang ketentuan pokoknya mengenai agraria kemudian dituarigkan dalam bentuk

Undang-Undang No.5/1960 (Undang-Undang Pokok Agraria). .

Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria menyebabkan terjadinya

perubahan besar dalam hukum tanah di Indonesia. Adanya faktor dualisme telah

menyebabkan kesimpangsiuran, karena adanya orang yang tunduk pada Hukum

'® Boedi Harsono, op.cit,hlm.94.




Barat bisa mémpunyai tanah hak atas tanah Barat dan bisa juga memiliki tanah
Indonesia bégitu pula sebaliknya orang Indonesia dapat rﬁcmpunyai hak atas
tanah Barat juga hak atas tanah Indonesia.

. Terjadinya pluralisme hukum dilingkungan hukum tanah menyebabkan
tidak adanya kepastian hukum bagi rakyat, maka dalam soal hukum tanah ini kita
memerlukan suatu unifikasi hukum dan pengkodifikasian segala peraturan ke
dalam sistem hukum yang tertulis. Atas keinginan tersebut maka Undang-Undang
Pokok Agraria dibentuk agar supaya terdapat kepastian hukum untuk melindungi
rakyat Indonesia.

Selain dari pada itu tujuan dibentuknya Undang-Uﬁdang‘ Pokok Agraria
dapat kita simpulkan sebagai berikut:'! |
a Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.
b Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan® dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan. | |
¢ Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. |

Dengan diberlakukannya Undang-Undung Pokok Agraria tahun 1960 ini
untuk menghindari terjadinya dualisme peraturan mengenai :peﬁanahan maka
peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda diqyatakan dicabut.
Adapun peraturan yang dicabut itu adalah -

1. Agrarische Wet Stb.1870 No.55.

2. Domein Verklaring dalam pasal 1 Agrarishee Bestuit (Stb 1870-188):

" Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, him 27.
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. Algemene Domein Verkiaring (Stb.1875-119a).
b. Domein Verklaring untuk Sumatera (Stb.1874-941),

¢. Domein Verklaing untuk Manado (Stb.1877-58).

o

. Domein  Verklaring untwk czuider an oosterafdeling van Borneo
(Stb.1888-55).
3. Koninkly'kel Besluit (Stb.1872-177).
4. Ketentuan-ketentuan dalam Buku 11 BW secpanjang mengenai bumi, air,
ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Penghapusan terhadap peraturan pertanahan peninggalan pemerintahan
Hindia Belanda ini juga menempatkan Undang-Undang Pokok Agrartia sebagai
satu-satunya landasan terhadap permasalahan mengenai perianahan yang
merupakan wujud implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,
Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria harus ditempatkan sebagai induk
dari undang-undang lain yang berkaitan dengan pengaturan bumi, air, ruang
angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara,
yang dimaksudkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, serta melindungi
pihak-pthak yang secara ekonomi lemah, seperti halnya yang diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) yang memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
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Maksud dari pasal tersebut, negara sebagai penyelenggara bukan sebagai

pemilik, bahwa negara hanya mengatur dan menyelenggarakan apa yang

berhubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dengan demikian negara .

sebagai organisasi kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan, kemudian
menyelenggarakan, yang artinya melaksanakan atas penggunaan/peruntukan,
persediaan dan pemeliharaannya.

Maka pada Pasal 2 ayat (3) diperjelas lagi bahwa kalau negara
mempunyai hak menguasai negara tersebut, tidak lain digunakan sebesar-besarnya
untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, dalam arti kesejahteraan dan
kemerdekaan. Menurut A.P. Parlindungan, hak menguasai negara selain
pembatasan yang dibuat oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria
dapat dikonstruksikan secara politis yaitu: ‘>

1. Konstatasi hak seseorang atau badan yaitu melalui 1embaga konversi atas
tanah-tanah eks BW dan eks hukum adat dan atau tanah-tanah yang dikuasai
olch pemerintah daerah otonom maupun yang dikuasai oleh lembaga-
lembaga pemerintahan.

2. Memberikan hak-hak baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok
Agraria seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai,
dan hak pengelolaan,

3. Mengesahkan suatu perjanjian yang dibuat antara seorang pemegang hak
milik dengan orang lain untuk menimbulkan suatu hak lain atasnya, seperti
yang kita kenal hak guna bangunan diatas hak milik, dan hak pakai diatas
hak milik (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961).

Dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti

kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pada

2 AP.Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, CV.Mandar
Maju, Bandung, 1991, him.40.




pasal ini satu pihak memberi lundasan hukum kepada penguasa untuk dapat
memperoleh tanah yang diperlukannya guna menyelenggarakan kepentingan
umurﬁ, pada pihak lain ketentuan ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai
hak-haknya atas tanah terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. '’

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 segala sesﬁatuxiya diatur oleh
Undang-Undang No.20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, yang mulai berlaku pada tanggal 26
September 1961, menurut undang-undang ini pencabutan haic atas tanah hanya
boleh dilakukan sebagai berikut :

a Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa, negara, serta
kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan.

b Sebagai cara terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, vaitu jika
musyawarah dengan yang empunya tidak dapat membawa hasil yang
diharapkan.

Sementara itu dalam pemberian ganti kerugian tidak harus berupa uang
tetapi bisa juga berupa rumah atau tanah yang lain sebagai gantinya, sedangkan
Jumlah ganti kerugian didasarkan atas nilai yang nyata atau nilai sébenamya dari
tanah atau benda yang bersangkutan,

Apabila kita telaah lebih jauh mengenai keten’ruaﬁ didalam Undang-
Undang Pokok Agraria maupun Undang-Undang No.20/ 1961. maka tidak satupun
disebutkan istilah pembebasan tanah, yang ada hanyalah_ penc’abutan tanah.

Sementara istilah pembebasan tanah itu sendiri baru diketemukan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tantang Tata Cara Pembebasan Tanah.

1 Soetomo, op. cit., him.18,




Adanya kontradiksi mengenai peraturan pembebasan tanah apabila kita
pada pedoman sistem hirarki perundangan Indonesia, maka seharusnya peraturan
setingkat undang-undang merupakan landasan yuridis peran‘lran-]ﬁeraturan vang
ada dibawahnya, dan peraturan pelaksana seharusnya tidak boleh mengatur fain
atau menambahkan dan mengurangi dari peraturan induknya melainkan membuat
pelaksanaan dari apa yang diatur oleh peraturan induknya, dengan demikian
pembebasan tanah menurut Peraturan Menteri Dalam 'Négell‘.i No.15/1975
ﬁengandung cacat hukum yang inheren karena dalam Undapg-Uhdang Pokok
Agraria (Pasal 18) hanya ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur oleh undang-undang,

Kemudian pada Pasal 27, 34, 40, Undang-Undang Pokok Agraria,
menyatakan bahwa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan akan
hapus karena dicabut untuk kepentingan umum. Dari pasal-pasal tersebut jelaslah
bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya mengenal istilah pencabutan
tanah untuk kepentingan umum dan bukan pembebasan tanah, Oleh karena itu bila
kita tinjau secara yuridis, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 batal
demi hukum karena mengandung cacat materiel dimana mengenai pembebasan
tanah yang apabila didefinisikan adalah melepaskan hubungan hukum yang
semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanahﬁya dengan cara
memberikan ganti rugi, tidak terdapat peraturan diatasnya.

Masalah pembebasan tanah ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.15/1975 apabila dilakukan untuk kepentingan pemerintah maka dibentuk
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panitia pembebasan tanah vyaitu suatu panitia yang bertugas melakukan
pemeriksaan atau penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan
suatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan atau tanaman yﬁng tumbuh
diatasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk
masing-masing Kabupaten atau Kotamadya dalam suatu wilayah propins yang
bersangkutan.

Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri No‘.'15/ 1975 masalah
pembebasan tanah ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No0.2/1976. Perbedaannya, dalam peraturan ini pembebasan tanah dilakukan oleh
pihak swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek
yang menunjang kepentingan umum. Untuk masalah pengadaan tanah untuk
keperluan pembangunan diwilayah kecamatan diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.2/1985. |

Walaupun masalah pembebasan tanah secara sudut péndang yuridis
bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, akan‘tetapi permasalahan
tersebut cenderung berkelanjutan bahkan semakin disempurhakan keberadaannya.
Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya Keputusan Pfe;siden No.Sé tahun
1993 yang mengatur tentang Pembebasan ‘rfanah Untuk Kepentingan Umum.
Keberadaan Keputusan Presiden ini memang dirasa lebih memiliki kekuatan
hukum karena secara hirarki perundang-undangan diatas ketentuan pada tingkat
peraturan menteri. |

Keputusan Presiden No.55/1993 ini dapat juga dik_atakan sebagai langkah

penyempurnaan dari peraturan-peraturan mengenai pembebasan tanah, karena




seperti 1ertuéing dalam Pasal 24 Keputusan Presiden No.55/1993 menyebutkan
peraturan yang dinyatakan tidak berlaku lagi seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang Kétentuan Mengenai
Tata Cara Pembebasan Tanah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan
Tanah Oleh Swasta,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1985 tentang Tata Cara Pengadaan
Tanah Untuk Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

Penyempurnaan yang lain bahwa menurut peraturan ini prinsip
musyawarah dalam acara pembebasan tanah merupakan suatu yang dijunjung
tinggi, hal ini dibuktikan adanva tiga pasal vaitu Pasal 9, 10, dan 11 yang
mengatur masalah musyawarah, begitu pula apabila dalam musyawarah ternyata
belum ada kesepakatan masalah ganti rugi atau pemegang hak atas tanah tidak
menerima keputusan panitia pengadaan tanah, dapat diajukan keberatan melalui
jatur hukum yang telah ditentukan, dua hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam
pengaturan sebelumnya.

Dengan demikian Keputusan Presiden No.55/1993 merupakan langkah
pembaharuan dibidang hukum pertanahan, akan tetapi dalam peraturan yang
diatasnya baik itu Undang-Undang Pokok Agraria mauﬁun Undang-Undang
No0.20/1961 tidak terdapat istilah pembebasan tanah melainkan pencabutan tanah.
Masalah pencabutan tanah ini dalam Keputusan Presiden No.55/1993 dipakai
dalam ketentuan apabila dalam penyelesaian peralihan hak terdapat kendala, maka

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan dapat mengajukan usul
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penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No.20/1961.

2.2 Pengertian Pembebasan Hak Atas Tanah

Dalam Undang-Undang No.5/1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) hak
atas tanah diatur dalam Bab II yang memuat juga ketentuan-i{efentuan mengenai
pendaftaran tanah, hak atas air, dan ruang angkasa. Sementara itu yang dimaksud
dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak
untuk mempergunakan atau mengambil manfaat tanah yang dihakinya.

Adapun macam dari hak atas tanah menurut Pasal 16 jo Pasal 53
Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak, milik, hak guna-usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak menumpang, dan hak
sewa tanah pertanian. Apabila kita telah kembali mengenai rumusan hak atas
tanah, maka membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukan termasuk hak
atas tanah, dicantumkan didalam Pasal 16 Undang-Undang quok Agraria karena
untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum" adat, kemudian
apabila kita kelompokkan hak-hak atas tanah tersebut dapét dibedakan antara hak
atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifat se}nentara.

Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, dan hak pcngeloléan. Sementara
hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Dalamy pencabutan hak atas tanah

menurut  Undang-Undang No.20/1961 pencabutan hanya dilakukan untuk
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kepentingan umum dan pada umumnya tanah yang dicabut adalah hak milik. Bila
kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tak satﬁ pun pasal yang
memberikan landasan hukum terhadap perbuatan melakukan pencabutan hak
milik, hanya saja dalam Pasal I Aturan Peralihan disebutkan bahwa segala badan
negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Bila kita telaah lebih jauh lagi
mengenai isi Pasal Il Aturan Peralihan tersebut dalam hubungannya dengan_
pencabutan hak milik, maka peraturan yang masih berlaku adalah Pasal 27
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau Pasal 26 Komstitusi Republik
Indone;ia Serikat, sedang secara khusus diatur dalam Onteigenings Ordonnantie
Stb.1920-574.1

Masalah pembebasan tanah pada zaman dahuly dikenél dengan berbagai
nama seperti prijsgeving, ontheffing, atau afkoop. Pencabutan hak (Onteigening)
dan pembebasan tanah (Prijsgeving) diatur secara terpisah antara satu dengan
yang lainnya. Masalah pencabutan hak diatur dalam Stb.1920 No.574 yang mulai
berlaku sejak tanggal 1 September 1920 yang kemudian ditafnbah dan diubah
terakhir déngan Sth.1947 No.96. Pada zaman kemerdekaan Onteigenings
Ordonantie dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.20/196 1 {Lembaran
Negara No.288) tentang pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya,
sedangkan Bijblad No.11372 dan 12746 telah dicabut pula dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang ketentuan n;.en.genai tata cara

pembebasan tanah.

" Marmin M Rosadi, Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, him.10, o ‘
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Namun dalam Pasal 27, 34, 40 Undang-Undang Po‘ko'k‘Agraria dapat
disimpulkan bahwa hak atas tanah dapat hapus antara lain kafena: :
1. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18.
2. Penyerahan hak dengan suka rela oleh pemiliknya.
3. Diterlantarkan.
4. Dihentikan haknya (untuk hak guna usaha dan hak guna bé.ngﬁnan).

ASehubungan dengan hapusnya hak atas tanah denéan penyerahan hak
dengan suka rela oleh pemiliknya, inilah kiranya pembebasan tanah dapat
dikategorikan sebagai bentuk penghapusan hak dan dijadikan dasar  bagi
pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 197l5.

Menurut Boedi Harsono, yang dim—aksud dengah pembebasan tanah
yaitu melepaskan hubungan yang semula terjadi diantara peme.gang hak/penguasa
tanahnya dengan cara memberi ganti rugi."

Istilah pembebasan tidak terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria,
namun dalam Pasal 27 UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria yang mengatur tentang hapusnya hak milik discbutkan bahwa salah satu
diantara sebab hapusnya hak terscbut adalah karena diserahkan dengan suka rela
dari pemiliknya. Pengertian tersebut kemudian terkenal dengan istilah
Pembehusan. Pelepasan Hak Atas Tanah, hanya disebutkan dalam pasal Undang-
Undang Pokok Agraria bahwa, ‘‘Semua hak atas tanah mempunyai _fungsi sosial”

dapat ditafsirkan merupakan dasar hukum dari adanya usaha untuk mengadakan

¥ Boedi Harsono, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Bandung, 1980,
hlm.590. -
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pembebasan tanah.'® Didukung oleh Abdurrahman, bahwa apa yang dimaksud
dengan pembebasan tanah pada pokoknya, didasarkan atas penyerahan suka rela
dari si pemegang hak, setelah ia diyakinkan bahwa kepentingan umum lebih
memerlukan dari kepentingan pribadinya sendiri, Setelah ia diyakinkan bahwa

kepentingan umum lebih memerlukan dari pada kepentingan pribadi, penyerahan

suka rela ini tidak bertentangan dan dimungkinkan oleh Undang-Undang Pokok

Agraria.'?

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa untuk
kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah d‘apat dicabut, dengan memberi ganti
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Kalau
kita penggal Pasal 18 tersebut maka dapat kita katakan adanya; '8

1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentiﬁgan bangsa dan negﬁra serta
kepentingan bersama dari rakyat. Kepentingan ini termasuk kepentingan
negara dan kepentingan bersama dari rakyat sebagai syarat pertama dan

utama dalam pencabutan hak ini untuk dapat diperlakukan Pasal 6 Undang-
Undang Pokok Agraria, sehingga tidak mungkin = untuk pembebasan

kepentingan perorangan. Kepentingan swasta yang berdampak pads:

kepentingan umum, ataupun kepentingan negara dan kepentingan bersama
dapat juga dikategorikan memenuhi syarat pertama ini. -

2. Hak-hak atas tanah dapat dicabut. Dengan pencabutan hak ini, maka
terjadilah tindakan sepihak yaitu dari yang mencabut dengan suaty
ketetapan sepihak. Hanya dalam beberapa literatur, seyogyanya orang yang
dicabut haknya itu dapat menjadi miskin dari sebelumnya.

3. Ganti rugi. Ganti rugi ini jelas baik berupa vang atau fasilitas lainnya,
ataupun pemukiman kembali dan sebagainya. |

4. Layak. Pengertian layak ini harus yang obyektif, dan harga dasar adalah
berdasarkan ketetapan pemerintali menurut klasemennya, bukan harga

* Maria SW. Sumarjono, Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Jurusan Hukum
Agraria, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, him.30-34 ‘

"7 Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Celakan Pertama,
Alumni, Bandung, 1985, htm. 178. o

18 AP Parlindungan, op. cit., hlm. 101-102




menurut orang yang dicabut haknya, ataupun sekedar . diberi uang pindah
atau pesangon dan sebagainya.

5. Cara yang diatur dengan undang-undang, Harusnya‘ ada suatu produk
undang-undang mengenai hal ini.

Mengenai pembebasan tanah ini kita jumpai bebel"ap'a peraturan, Surat
Edaran, dan Instruksi dari Departemen Dalam Negeri antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang ‘Kg:tentuan Mengenai
Tata Cara Pembebasan Tanah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagil Pembebasan
Tanah Untuk Kepentingan Swasta.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ba. 12/108/12/75.

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri No.
BTU 2/568/2-76.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan/atay
Pasal 26 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disebutkan bahwa péncabutan hak
milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidaic dibolehkan
kecuali dengan mengganti kerugian menurut aturan undang-undang.

Pengertian hak milik itu sendiri menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok
Agraria merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Sedangkan isi dari
Pasal 6 tersebut adalah bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."

Menurut Effendi Perangin bahwa fungsi sosial berarti tanah harus digunakan

2 AP, Parlindungan, ap.cit, him.59.




sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat
umum, tanah tidak semata-mata untuk kepentingan si pemiliknya tetapi juga
untuk kepentingan umum.?

Adanya pengertian terhadap fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa
tujuan dari pencabutan hak atas tanah tersebut adalah untuk menyelenggarakan
kepentingan umum, maka elemen kepentingan umum inilah yang harus menjadi
pedomaﬁ yaitu sampai dimanakah sesuatu perbuatan' itu memenuhi adanya
persyaratan kepentingan umum yang dimaksud.?!

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975
bahwa yang dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah Jialah melepaskan
hubunganﬂ hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atasl‘
tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi yang harus diusahakan dengan asas
musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan' mempertimbangkan
atan memperhatikan harga dasar setempat yang ditetapkanl sécara berkala oleh
suatu panitia. Sedangkan dalam Surat Keputusan Guberﬁur DKI1 Jakarta No.
Da/11/3/11/1972 dinyatakanlbahwa yang dimakspd dengar;:]laefnbebasan tanah
ialah pembelian, pelepasan hak, pemberian ganti rugi dan -atau dengan nama
apapun atas tanah beserta benda-benda yang ada diatasﬁya_- dengan maksud
dipergunakan serta dimohon suatu hak.

Kalau kita melihat masalah ini dari satu sudut, yaitu dari pihak penguasa

maka pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan (hak) tanah,

% Effendi Perangin, Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria, Rajawali,
Jakarta 1986, him. 188,

' Marmin M.Rosadi, op. cif., him.13.




dimana pihak pemerintah membebaskan tanah yang bersa"mgkutan dari hak
kekuasaan si pemegang haknya, sehingga tanah yang diinginkaﬁ benar-benar
bebas dari kekuasaannya, sedangkan dilihat dari sudut si pemegéing hak, maka
perbuatannya adalah berupa pelepasan hak atas tanah, yaitu si pemegang hak atas
tanahnya, secara suka rela melepaskan haknya, setelah ia mendapat ganti rugi
yang layak atas tanah tersebut,

Dengan semakin meningkatnya peranan swasta dalam  sektor
pembangunan kebutuhan akan tanah yang cepat tidak hanya dipéflukan oleh
instansi pemerintah, akan tetapi juga oleh pihak swasta. Untuk itu ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang penggunaan cara pembebasan
tanah untuk kepentingan pemetintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.
Dengan adanya Peraturan Menteri ini telah mengalami pergeseran pengertian
* pembebasan tanah yang tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk pengadaan
tanah untuk pemerintah, akan tetapi juga untuk kepentingan swasta. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 bahwa dalam pembebasan tanah
untuk kepentingan swasta memerlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah
yang bersangkutan dengan memperhatikan manfaat dari proyek yang dimaksud
dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | secepatnya menyampaikan laporan kepada
Menteri Dalam Negeri setiap kali dilaksanakan pembebasan tanah rakyat menurut
tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

Ada dua cara untuk pelaksanaan pembebasan tanah yaitu :

1. Pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah dilakukan sekaligus

dihadapan panitia Pembebasan Tanah Kabupaten/Kotamadya yang




bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen. Agraria
| No. Ba.12/108/12/1975 tanggal 3 Desember 1975, dengan tidak
memeriukan lagi pembuatan akte pelepasan hak secara khusus.

2. Pelaksanaan hak untuk kepentingan swasta harus dilakukan dengan
pembuatan akte pelepasan yang dibuat dihadapan Kepala ‘Sﬁb Direktorat
Agraria Kabupaten/Kotamadya, Camat (Kepala Kecamatan)' atau Notaris
setempat. |

Sehubungan dengan Keputusan Presiden No.5 5/1993_tidak digunakannya
lagi istilah pembebasan tanah sebagaimana lazimnya dikénal dalam praktek
sebagai salah satu pranata hukum alternatif dari pencabutan hgk atés tanah yang
secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agrar_ia. D1 dalam
Keputusan Presiden tersebut istilah pembebasan tanah diganti dengan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini yang makéudhya adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan gantt kerugian
kepada yang berhak atas tanah tersebut (Pasal 1 butir (1)).

Keppres .ini semata-mata hanya digunakan untuk 'peménuhan kebutuhan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, selain untuk
kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara ju.al beli, tukar
menukar, atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak

yang bersangkutan,
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2.3 Muncul Dan Berkembangnya Lembaga Pembebasan Tanah

Seperti telah kita bahas diatas bahwa istilah dari pembebasan tanah baru
ditemukan datam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 yang didefinisikan
sebagai melepaskan hubungan liukum yang semula terdapat diantara pemegang
hak atau penguasa atas tanah dengan memberi ganti rugi,

Latar belakang adanya pembebasan tanah adalah sebagai pemenuhan
kebutuhan tanah yang dilakukan oleh pemerintah karena keterbatasan lahan tanah
negara. Apabila pembebasan tanah dilakukan oleh pihak sWasta, maka agar
didapatkan tanah dengan harga yang lebih murah, maka alasan untuk membangun
kepentingan umum telah membuat harga tanah dinilai jauh lebih rendah
dibandingkan dengan harga standar.

Konsep pembebasan tanah pada dasarnya mirip dengan pembelian tanah
| oleh negara pada jaman Hindia Belanda. Hal tersebut seperti yang diatur dalam
Bijblad No.11372 jo Bijblad No.12746 yang atas dasar peraturan tersebut apabila
pemerintah membutuhkan tanah, sementara tidak tersedianya fénah—tanah negara
maka pemerintah dapat membeli tanah-tanah milik rakyat guna memenuhi
kepentingannya. |

Dengan konsep tersebut setiap kali pemerintah menghadapi_ kesulitan
seperti itu, maka Gubernur Jenderal atau Residen membentuk panitia pembelian
tanah untuk dinas yang berfungsi untuk membantu pemerinta.h &alam mengambil
alih tanah-tanah rakyat dengan cara membeli. Dalam Bijblad No.11372 tahun

1927 maupun Bijblad No. 12746 tahun 1932 telah memberi dasar legitimasi bagi
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pemerintah kolonial untuk memperoleh tanah milik rakyat yang secara langsung
membuka jalan bagi pemerintah untuk menjadi pemilik baru atas tanah rakyat.

Konsep pemerintah sebagai pemilik atas tanah tersebut memang sejalan
dengan asas hukum agraria kolonial yang membenarkan negara mempunyai hak
atas tanah (Domein Verklaring). Konsep negara sebagai pemilik fanah tersebut
diatur dalam Hukum Agraria Kolonial (4 grarische Wet).

Karena konsep tersebut tidak sesuai dengan kondisi gosial masyarakat
Indonesia, maka setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada
tahun 1960, peraturan dalam bentuk Bijblad otomatis gugur karena tidak ada lagi
landasaﬁ yuridisnya. Disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Uﬁdang—Undang
Pokok Agraria yang menentukan kewenangan negara atas ténah haﬁyalah untuk

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.

Hal tersebut diperkuat pula dalam Pasal 2 ayat (3) yang menerangkan
bahwa kewenangan negara dilaksanakan untuk mencapal  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan
makmur,

Dalam perjalanan kemudian pada tahun 1975 pemerintah Orde Baru

memperkenalkan lembaga pembebasan tanah melalui Surat Edaran Direktorat
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Jenderal Agraria No. Ba. 12/108/12/75, yang kemudian dikuatkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan ini tampaknya lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan-
kepentingan yang bersifat ekonomis jika dibandingkan dengan kepentingan yang
bersifat yuridis. Hal ini terkesan dengan dikeluarkannya peraturan berbagai upaya
untuk memfasilitasi para pemilik modal dan pemerintah untuk memperoleh tanah-

| tanah rakyat dengan cara membebaskan.

Latar belakang yang bersifat ekonomis didasarkan pada kebijakan
pemerintah Orde Baru yang tampil di panggung kekuasaan dengan model
pertumhuhan ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi yang
cenderung kapitalistik, yang membuka peluang bagi pemodal besar untuk
memanfaatkan sumber daya pedesaan. Model pembangunan yang dianut bersifat
developmentalis, teknokratik, dan birokratik, dan dijalankan daﬁ atas. Sistem
politik yang dianut bersifat oforiter, monolitik, dengan mémé\kai nendekatan
keamanan dan kekerasan terhadap rakyat.

Untuk mewujudkan tekad itulah maka pemerintah memberi peluang
kepada pemilik modal baik domestik maupun asing untuk menanamkan
investasinya di Indonesia. Pemberian peluang tersebut dengaﬁ cara menyediakan
berbagai fasilitas, antara lain perpajakan dan tanah. |

Tanah merupakan faktor produksi yang sangat dibutihkan oleh pemilik
modal disamping untuk para pemilik modal swasta yang memerlukan tanah untuk

kegiatan investasi antara lain sektor industri, jasa, pertambangan, dan lain-lain.




Bagi pemerintah sendiri memerlukan tanah guna kepentingan ‘pembangunan
seperti jalan raya, jembatan, waduk, dan scbagainya. Penyediaan tanah untuk
pembanguman menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara
pembebasan tanah milik rakyat. Hal ini tampak jelas karena didorong olech
desakan kepentingan ekonomi para pemilik modal dan pe’mérintah, maka
kebijakan pembebasan tanah diperkenalkan ke dalam sisfem hukum. pertanahan
Indonesia. '.

Dalam perkembangannya sistem pembebasan tanah kemudian diatur
dalam Keputusan Presiden karena peraturan di tingkat menteri dirasakan kurang
memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk masalah pembebasan tanah yang
diperuntukkan bagi kepentingan umum diatur dalam Keputusan VPresiden
No.Sé/ 1993. Kepentingan umum menurut Keputusan Presiden, ini sebagai
kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Pasal 1 angka 3), perumusan tersebut
sangat sederhana sifatnya bila kita bandingkan dengan perumusan yang sama
dalam Undang-tIndang No,20/1961 maupun Instroksi Presiden No 9/1973.

Menurut Undang-Undang No.20/1961 perumusan kepentingan umum
dalam konteks pencabutan hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal |
menyebutkan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat. Sementara dalam Instruksi Presiden
No.9/1973 terdapat dalam Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa kepentingan
umum adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan ba.ngsa dan negara,

masyarakat luas, rakyat banyak, dan pembangunan.*

2 Abdurrahman, Tebaran....op. cit., hlm.33.
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Pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah

diperuntukkan bagi pembangunan yang tidak digunakan untuk mencari

keuntungan. Bidang-bidang tersebut seperti tertuang dalam Pasal 5 Keputusan

Presiden No.55/1993 yang menyebutkan antara lain -

a

b

C

d

.

1

Jalan umum, saluran pembuangan air.

Waduk, bendungan, dan pembangunan pengairan.

Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat).
Pelabuhan, bandara udara, terminal.

Tempat peribadatan.

Tempat pendidikan dan sekolahan, pasar umum, atau pasliar'lnpres.
Fasilitas pemakaman umum.

Fasilitas keselamatan umum, seperti antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar, dan bencana yang lain.

Pos dan telekomunikasi.
Sarana dan olah raga.
Stasiun penyiaran radio, televisi, beserta sarana pendukuﬁgnya.

Kantor pemerintah.

m Fasilitas militer,

Adanya rincian tentang kriteria pembangunan yang mengakibatkan

terjadinya pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut membatasi

pengertian dari kepentingan umum itu sendiri sehingga diﬁarapkan dalam segi

operasionalnya tetap berpedoman padé kriteria-kriteria tersebut..Seperti yang telah

sering kita saksikan bahwa definisi dari kepentingan umum sering dibuat

mengambang oleh pihak pemerintah maupun pemilik modal yang membutuhkan
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tanah, hal ini dilakukan agar dalam pembebasan tanah dapat ditekan pengadaan
ganti ruginya sebagai dalih pembangunan untuk kepentingan uinum.

Dengan adanya praktek manipulasi kepentingan wmum tersebut
menjadikan keberadaan lembaga pembebasan tanah hanya digunakan untuk
kepentingan pihak yang membutuhkan tanah, sementara pemegang hak atas tanah

tidak terjangkau peraturan-peraturan yang melindungi hak mereka.

2.4 Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Presiden No.55/1993
2.4.1. Prinsip Negara Hukum Di Indonesia
Negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang berkembang di daratan
Eropa Barat (Kontinental). Di dalam kehidupan bernegara berdasarkan nemusatan
kekuasaan tidak populer lagi di Eropa Barat, maka Montesquieu
mengintroduksikan ide Trias Politica dibidang ketatanegaraan, sedangkan
Immanuel Kant mulai menggali lagi ide negara hukum yang sudah dikenal sejak

zaman Plato di Yunani (purba) dengan istilah Nomni. Namun Immanuel Kant

‘pada saat itu berpendapat bahwa negara hukum hanya sekedar untuk menegakkan

keamanan dan ketertiban pada masyarakat (rust en orde) sehingga idenya dikenal
dengan istitah Negara Jaga Malam (Nachtwakerstaat) dimana pencapaian
kesejahteraan masing-masing terserah pada warga masing-masing sesuai dengan
prinsip liberalisme, Kemudian ide negara hukum liberal (formalj ke negara hukum
materiel yang pada saat ini ialah negara hukum kemakmuran yang dikenal dengan
sebutan  Wohlfahrstaat, Social Service Staat, Sociale Verzorgingsstaat,

Welvaarstaat, dan sebagainya.




Paham yang terkenal pada sekitar Perang Dunia II ialah paham Julius
Stahl yang mengemukakan bahwa pokok-pokok utama negara hukum (Barat)
yang mendasari konsep negara hukum yang demikian itu ialah ;

1. Berdasarkan hak asasi sesuai dengan pandangan individual {John Locke cs).

2. Untuk melindungi hak asasi perlu Trias Politika Montesqueiu dengan segala
variasi perkembangannya. -

3. Pemerintahan berdasarkan dengan undang-undang (Wetmatig  Besturr)
dalam Rechistaat Materiel dan di tambah prinsip Doelmatig Bestuur di
dalam Sociale Verzorgingsstaat. : '

4. Apabila di dalam menjalankan pemerintahan masih dirasa melangar hak
asasi manusia, harus diadili dengan suatu pengadilan administrasi. Politik
pembangunan hukum nasional

Di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan
pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukﬁm, tetapi dengan

demikian bukan berarti bahwa negara Indonesia hukan negara hukum, sehab

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (bagian Sistem -

Pemerintahan Negara) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum bukan negara kekuasaan, serta Indonesia . berdasarkan
Konstitusional bukan Absolutisme.*

[ndonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka, pernyataan tersebut terdapat dalé'm penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945 yang secara implisit mengajarkan BahWa kekuasaan
tertingoi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain terkecuali kekuasaan

hukum yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila dari segala sumber hukum.?

n Busyro Muqodas, etal, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UIl Pres,

Yogyakarta, 1992, hlm.40-41.

M §.F.Marbun, et.al,, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,
1987, him 51.

¥ Sjachran Basjah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi
Negara, Alumni, Bandung, 1992, him. |
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Jika dikaitkan dengan ruang lihgkup tugas pemerintah, maka secara
filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip nepara
hukum yang dinamis atau Welfure Staar (Negara Kesejahteraan), sebab negara
wajib menjamin kesejahteraan sosial, Pernyataan ini dapat diberikﬁn landasannya
dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 1V yang antara lain
memuat 4 macam. tujuan negara vaitu melindungi segenap hangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi
kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila Kelima dari Pncasila
juga tercantum di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan prinsip “Keadilan Sosial Bagi Selumh Rakyat lndonesia.” Begitu
Jjuga ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan
pemenintah  untuk rﬁenjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta
memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkanding didalamnya serta yang menjadi hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas dalam membangun kesejahteraan sosial %

Pengertian dasar negara hukum menurut Muhammad Yamin terdapat
dalam Pembukaan 1Tndang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang befbunyi, “Maka
disusuntah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu didalam si;atu u_ndang~undang

negara Indonesia.”?’

% S.F.Marbun, et.al, op. cit., him.52.

T Muhammad Yamin, Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan,
Jakarta, 1954, him.68.
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| Kalau kita telaah dari latar belakang sejarahnya, baik konsep “The Rule
of Law” maupun konsep “Rechtstaat” lahir dari' suatu usaha. atau perjuangan
menentang kesewenangan penguasa, sedangkan negara Republik Indonesia sejak
dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segalal' mé.cam bentuk
kesewenangan atau absolutisme., Oleh karena itu jiwa danl_iisi negara hukum
Pancasila seyogyanya tidaklah dengan begitu saja mengalihkan konsep “The Rule
of Law” atau konsep “Rechtstaal”, bagi negara 1ndoenesia. yangl menjadi titik
sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan. | |
Dari asas tersebut akan berkembang elemen lain dari konsep negara
hukum T’ancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsiona! yang proporsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara lmusyawarah,
sedangkan peradilan merupakan saran terakhir, dan tentang hak asasi tanusia
tidaklah hanya menekankan hak dan kewajiban tctapi terjalinnya suatu
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Secara riil prinsip negara hukum mengandung unsur-unsur yang sangat
penting yai"tu:
1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus herdasar
pada hukum/peraturan perundang-undangan (asas legalitas).
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

4. Adanya pengawasan dari hadan-hadan peradilan




45

Dalam keempat unsur tersebut nampak jelas bahwa negara hukum
Indonesia menganut paham negara hukum dengan rumusan rechtstaat dengan
anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara
hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.*®

Konsepsi negara hukum tersebut tidak akan térlepa's’ dari perbuatan atau
kewenan gan dari aparatur negara vang dalam Hukum Administrasi Negara disebut
administrasi nepara yang secara langsung sebagai pihak yang menentukan
kebijakan. Sikap tindakan administrasi negara dalam Hukum Administrasi Negara
dapat berujud tri fungsi yaitu:%®

1. Membentuk peraturan perundang-undangan dalam arti materiel pada satu
pihak dan lain pihak membuat ketetapan (Beschikking).

2. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan 5emegara dalam rangka
mencapai tujuan. |

3. Menjalankaan fungsi peradilan.

Kewenangan administrasi negara dalam membﬁat suatu keputusan dalam
lingkungan Hukum Administrasi Negara hanya dapat diperoleh dengan dua cara
yaitu dengan atribusi dan dengan delegasi.™

Atribusi merupakan suatu wewenang yang mélekat pada suatu jabatan,
menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5/ 1986 m_e;nyeb‘utkan bahwa

wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara atau yang dilimpahkan

% padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, him.7. ’ }

% Sjachran Basjah, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Administrasi, Penataran
Peradilan Administrasi, Kerjasama Indonesia Belanda, Bandung, 1987, him.6-8.

*" Philipus M.Hadjon, ct.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1993, him.128, ’ S
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kepadanya, sedangkan delegasi adalah suatu pengalihan atau pemindahan suatu
kewenangan yang ada. |

Péngertian mendasar dari atribusi adalah kewenangan yang ditemukan
dalam suatu undang-undang, dalam hal ini Presiden di daiam kekuasan
pemerintahan itu termasuk pula fungsi mengatur dan mem.utus, diﬁana fungsi ini
dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan pefundang-undangan
dalam hal ini adalah pembentukan suatu Keputusan Presiden,

Konsepsi dari negara hukum Indonesia telah pula dicumuskan oleh rakyat
melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalam
ketetapannya tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) khususnya
tentang Wawasan Nusantara dimana antara lain dirumuskan, “Bahwa seluruh
kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya
ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.”

Konsep dari negara hukum Indonesia lersebut mencerminkan konsep

kemasyarakatan (sosial) sebagaimana ditujukan di dalam sejarah yang erat

kaitannya dengan masyarakat di mana konsep tersebut tumbuh dan ditetapkannya.

Dengan memahami konsep atau teori tersebut, maka hukum harus
menjangkau seluruh lapisaﬁ masyarakat termasuk administrasi negara, dan hukum
yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakgt, artinya harus
mempethatikan nilai-nilai yang mewamai dalam sebuah struktur masyarakat, jadi
bukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan segelintir orang karena beberapa
kepentingan baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena

bukan rahasia lagi justru sikap dan tindak administrasi negata terkadang
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menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Jadi fungsi hukum itu sendiri
sebagai suatu mekanisme pengendali sosial (Social Controf). Mekanisme

pengendalian sosial berupa suatu proses yang direncanakan yang bertujuan untuk

menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa anggota masyarakat agar

mematuhi norma-norma hukum atau tertib hukum yang sedang berlaku.”!

Dilema yang terjadi terhadap produk peraturan perundang-undangan
dapat menjadikan tidak adanya kepastian hukum, padahal adanya kepastian
hukum merupakan unsur yang dituju dari berlakunya asas Iegalitaé sebagai asas
yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum terutama '_terhadap keputusan
Badan/Pejabat Tata 1saha Negara yang hetsifat memhebankap rakyat vaitu
perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh Badan/Pejabatl Tata Usaha Negara
yang dapat melanggar kebebasan atas hak milik perseorangaﬁ/lebih. |

Adanya asas legalitas sebagai komponen penting dala}m .konsep negara

hukum menjadikan adanya perlindungan hukum pada warga n{nasyarakat dan bag

administrasi negara dapat menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan "

wewenang (4buse of Power), ketidakadilan, dan ketidakjujuran ( Unfairness).

2.4.2. Asas Legalitas
Satu asas yang merupakan pasangan logis dari ‘asas'dem'okrasi adalah
asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula
“hukum” sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika. suatu negara

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat

*' Ronny Hanitijo Soemitro, Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Alumni
Bandung, 1984, hlm. 35




48

dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehéﬁdak rakyat bagi
kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontro! oleh hukum
sebagai pemegang kekuasaan {tertinggi yang sebenarnya tak lain hanyalah
memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Bahkan
negara hukum dalam menentukan alat-alat perlengkapan negara yang bertindak
menurut dan terikat oleh alat-alat yang ditetapkan terlebih dahulu oleh alat-alat
perlengkapan negara yang dikuasakan untuk mengndakan peraturan-peraturan,

Salah satu ciri dari ﬁegﬂra. bukum adalah adanya asas legalitas dalam arti
hukum segala bentuknya. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan seluruh
warga negara, baik rakyat maupunh penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum. Di
Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya,
sehingga untuk setlap tmdakan itu harus sah menurut aturan hukum yang telah
ada. Untuk mengamankan ketentuan tersebut maka Indonesia telah dibentuk
berbagai badan peradilan untuk memberi pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal
yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.*?

Seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam
upaya mencapai tujuan negara yang dirumuskan dalam paragraf 4 Pembukaan
Uﬂdang-Undang Dasar 1945 telah dibentuk alat-alat perlengkﬁpan negara, seperli
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilén Rakyat (DPR),
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA), dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan kedudukannya, MPR. diberi

tugas dan wewenang yang sangat penting diantaranya menetapkan Undang-

? Moh.Mahfud MD., Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan lndonesm UH Press,
Yogyakar‘ta 1993, hlm.97,
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Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), akan tetapi yang
mempunyai peranan penting dalam pemerintahan adalah Presider. vang dalam.
menjalankan tugas dan kewajibannya harus selalu berpijak pad_a Undang-Undang
Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini dapat diberikan beberapa ilustrasil lebih lanjut yang
menunjukkan perkembangan konsep-konsep vang disesuaikan dengan keadaan di
Indonesia. Pertama, negara berdasarkan hukum ialah negaré. j}ang diatur dengan
peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan—ket_ehtua-n dalam Undang-
Undang Dasar (dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 19‘4I5), baik mengenai
bentuk, jenis, dan isi maupun kelembagaannya. Kedua, sisfem Konstitusional
(Indonesia) ialah sistem bernegara yang berdasarkan pada 'ketentuan-ketentuan
yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak menyimpang, tidak
berdasarkan kepada kekuasaan belaka.*

Seperti yang telah kita ulas di bagian depan, pératpra.n mengenai
pembebasan hak atas tanah lahir atas kebijakan pemerintah dengan rhengeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang tata cara pembebasan tanah.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengambilan tanah untuk keperluan
pemerintah pada asasnya harus diselenggarakan dengan persetujuan pemiliknya
kecuali jika dilakukan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum.

Kebijakan mengenai pembebasan tanah bukan hanya diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 melainkan juga Peraturan Menteri

Dalam Negeri No0.2/1976 tcntang pembebasan tanah untuk kepentingan

* Padmo Wahjorno, op. cit., Wm. 111
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pemerintah yang dilaku!%an oich pihak swasta dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.2.'/'1985 tentangj pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan
di wilayah kecamatan. E

Apabila kita tinj?au menurut asas legalitas maupun menurut wewenang
pendelegasian administrazsi negara (alribusi) jelas bahwa Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.15/197§’5, Peraturan Menteri Dalam Negeti No.2/1976, dan
Peraturan Menteri DalamiNegeri No0.2/1985 tidak memberikan édanya kepastian
hukum pada rakyat, pa?dahal prinsip negara hukum pada dasarnya untuk
memberikan adanya kepas;tian hukum pada rakyat.

Pengertian mendéasar dari atribusi adalah kewenangan vang ditemukan
dalam suatu undang-unciang dalam hal ini Presiden, di dalam kekuasaan
pemerintah itu termasuk ﬁula fungsi mengatur dan memutus, di mana fungsi ini
dapat dilaksanakan dengé{m 'membentuk suatu peraturan perundang-undangan
dalam hal ini adalah pembéentukan suatu Keputusan Presiden. Kenutusan Presiden
dalam hal ini merupakan “isisa” dart peraturan perundang-imdangan vang tertent
bafas lingkupnya yaitu E Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden yang merupakan
pengaturan yang delegasmn diantaranya:

1. Menyelenggarakan . pengamran lebih lanjut ketentuan dalam peraturan
pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih tanjut ketentuan L;;un dalam peraturan

pemerintah meski pnn fidak tegas-tegas menyebutnya.
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Keputusan Presiden di sini merupakan peraturan vang bersifat
delegasian/limpahan yang kewenangannya terletak/di atur délam undang-undang
dan Peraturan Pemerintah, sehingga Keputusan Presiden di sin.i. haﬁya mengatur
lebih lanjut saja, tidak membentuk kebijaksanaan baru. .

Delegasi adalah wewenang oleh suatﬁ organ pemerintahan kepada pihak
lain untuk mengambil keputusan atau tanggung jawab sen(iiri; dan merupakan
alat-alat yang membantu atau memeriksa apakah suatu badan berwenang atau
tidak. pengertian tersebut merupakan konsekuensi dari konéepsi negara hukum
yang menyebabkan apabila penguasﬁ ingin meletakkan kex&ajiban—kewajiban
diatas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus"ditemukan dalam
suatu undang-undang. Delegasi tidak berlaku terhadap pemberian wewenang
untuk menentukan peraturan-peraturan yang mengikat umum.

Kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintah kepada organ
lain untuk atas namanya mengambil keputusan. Suatu organ pemerintah dapat
memberikan mandat kecuali dengan peraturan perundang-undangan ditentukan
lain atau karena sifat kewenangan itu bertentangan dengan pemberian mandat.
Bagaimanapun Jjuga mandat itu tidak diberikan jika itu mengenai kewenangan:

I. Untuk menentukan peraturan-peraturan mengikat yang bersifat umum,
kecuali jika pada pemberian kewenangan itu dilengkapi dengan pemberian
mandat itu,

2. Untuk mengambil suatu keputusan dimana ditentukan bahwa keputusan itu

harus diambil dengan suara terbanyak bersyarat (Qualified Mujority) atau

,’ g e
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berdasarkan  ketentuan tentang prosedur pembentiukan keputusan,
bertentangan dengan pemberian mandat itu.

3. Untuk memutus atas suatu surat permohonan banding,

4. Untuk membatalkan atau untuk tidak memberikan ‘persetujuan suatu
keputusan dari suatu organ pemerintah.

Oleh karena itu secara yuridis baik dari segi formal maupun materiel
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 batal demi hukum karena secara
materiel, Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai wewenang membuat peraturan
yang mengikat umum tanpa adanya pendelegasian wewenang yang melekat pada
suatu badan yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5/1986
merupakan wewenang yang ada pada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam
atribusi tc—;rsirat kewenangan penguasa yang apabila ingin meletakkan kewajiban
di atas para warga maka kewenangan tersebut harus ditemukén dalam undang-
undang, dengan kata lain bahwa kewenangan membuat keputusan harus
didasarkan pada suatu undang-undang formal setidak-tidaknya apabila keputusan
tersebut memberikan kewajiban-kewajiban terhadap rakyat, ‘séﬁentara peraturan
mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak terdapat dalam
peraturan  perundang-undangan baik Undang-Undang No.5/1960 (Undang-
Undang Pokok Agraria) maupun Undang-Undang No.20/ 1961, Secara materiel,
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur aturan yang bertentangan
dengan isi dan maksud dari tndang-Undang Pokok Agraria maupun Undang-

Undang No.20/1961.




Menurut sumber tertib hukum yang tertuang dalam Ketetapan MPR

No.XX/MPRS/1966, pada hakekatnya mengatur bahwa peraturan yang berada

dibawahnya harus mengacu pada peraturan yang berada pada tingkatan yang lebih

tinggi. Dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria yang mgrupé.kan landasan
hukum dan pdlitik pertanahan di Indonesia tidak memuat ketentuan yang
menycbutkan adanya wewenang untuk melakukan pembebasan tandh Di dalam
Pasal 18 Undang -Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk kepentingan
umum, termasuk kepentingan bangsa dan nepara serta kepentingan bersama
rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Dari peraturan tersebut iaka dibentuk Undang-Undang No.20/1961 yang
mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah di mana dalam salah satu paéalnya
yaitu‘ Pasal 1 menyebutkan bahwa Presiden sebagai pihak yang berwenang
melakukan pencabutan hak atas- tanah, sementara prosedur pencabutan diatur
dalam pasal-pasal selanjutnya tanpa melibatkan instansi Menter_i.Dalam Negeri.

Selain mengandung cacat yuridis secara inheren Peraturan Menter

Dalam Negeri No.15/1975 tampaknya memang dibuat untuk memfasilitasi

pemilik modal atau pemerintah, dengan kata lain sejak awal Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini telah berpihak. Padahal suatu peraturan harus menjamin
keadilan, kepastian, dan berfaedah bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Dari sudut
mekanisme dan prosedur yang mengaturnya, proses pembebasan hak atas tanah
tersebut tidak memberikan tempat bagi peran serta rakyat untuk turut serta

memberikan konstribusinya dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut
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disebabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. | 5/'1975 tidak memberikan jalan
keluar seandainya tidak terjadi kesepakatan dalam nroses pembebasan tanah.

Karena banyaknya kelemahan secara inheren dalam pembebasaﬁ hak atas
tanah, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden No.55/1993
tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguném untuk kepastian hukum.
Adanya Keputusan Presiden ini tampaknya lebih memberikan kepastian hukum
pada masyarakat. Keputusan Presiden walaupun tidak disebut secara tegas dalam
Undang-Undang Dasar 1945, tetapi merupakan kewenangan"dari Presiden yang
melekat secara inheren pada kedudukannya scbagai pemegang  kekuasaan
pemerintah (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). |

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden .dengan sendirinya
dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan kebutusan, baik
yang bersifat umum maupun vang bersifat khusus konkrif individual berupa
Keputps;_m Tata Usaha Negara (Besc!:rik/‘ring).34 Dalam prakteknya ada dua macam
Keputusan Presiden, yaitu Pertama, yang materi muatannya rﬁaéih bersifat umum
sehingga termasuk satu jenis peréturan perundang-undangan. Kedua,l yang bersifat
konkrit  individual yaﬁg merupakan Keputusan Tatf; . Usaha Negara
(Beschikking).> Melihat uraian tersebut, maka Keputusan Presiden No.55/1993
merupakan semacam Keputusan Presiden yaﬁg disebutkan dalam bagian pertama.

Keputusan Presiden No.55/1993 menjadi satu—satuny'a peraturan
mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum,‘karena ﬁehumt Pasal 24

dalam Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagt:

* Philipus M. Hadjor, et. al. op. cit., him.88.
¥ Ibid, him.88-89,
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I. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang ketentuan mengenai
tata cara pembebasan tanah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang penggunaan acara
pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah
oleh pihak swasta.

3. Peraturan Mented Dalam Negeri No.2/1985 tentang tata cara pengadaan
tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan,

Dalam Keputusan Pregiden ini ketentuannya  hampir sama dengan
pembebasan tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.15/1975, hanya ada sedikit perbedaan tapi bukan merupakan perbedaan yang
essensial. Menurut Keputusan Presiden No.55/1993 ini istilah pembebasan tanah
diganti dengan pelepasan/penyerahan hak atas tanah, yang d_ideﬁnisikar; sebagai
kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak ataé tanah dengan
tanah yang dikuasainya dengan memberi ganti kerugian atas dasar musyawarah
(Pasal | ayat (2)).

Bila kita bandingkan dengan definisi dari pembebasan tanah menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 memang serupa. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri, ini pembebasan tanah merupakan kegiatan melepaskan
hubungan antara pemegang hak atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi
(Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.15/1-975). Apabila kita
perhatikan secara scksama dari kedua istilah dalam Keputusan Presiden
No0.55/1993 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975, tampak
perbedaannya dalam penambahan kalimat “...atas dasar musyawarah.. ” pada
Keputusan Presiden No.55/1993. Hal itu berarti bahwa dari segi istilah memang

ada perbedaan kata vaitu pelepasan/penyerahan  hak atas tanah dengan
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pembebasan tanah. Akan tetapi secara esensial mengandung 'pengertian yang
sama.

Tampaknya Keputusan Presiden No.55/1993 mé_rupakan peraturan
pembebasan tanah yang dimodifikasi dengan peraturah pencabutan‘ hak atas tanah.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah dalam Keputusan Presiden No.55/1993
mengatur atau memperbaharui ketentuan yang belum diatur dalam perat;ran

sebelumnya. Keputusan Presiden ini difokuskan bahwa sebel_um terjadinya

pelepasan hak atas tanah terlebih dahulu diadakan musyawafah dengan maksud

sebagai proses atau kegiatan saling mendengarkan dengan stkap saling menerima
pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan éntém pemegang hak
atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk mempefoleh kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi (Pasal ! ayat (4) Keputusan Presiden
No.55/1993),

Dalam Keputusan Presiden ini, musyawarah merupakan satu kunci yang
nantinya dale:m pelaksanaannya mendapat porsi yang cukup bﬁﬁyak, bahkan
dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan
umum dilakukan melalui musyawarah.*® Asas musyawarah tersebut dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tidak diatur secara tegas dan
mendetail.

Perbedaan lainnya, yaitu dalam Keputusan Presiden ini pelepasan hak

atas tanah dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

36 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan dan
Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di
Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.51.
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dan juga mengenai susunan kepanitiaan pengadaan tanah. Panitia péngadaan tanah
tersebut lebih mengacu kepada kebijaksanaan politik pemerir{tah mengenai
struktur dan kedudukan pembantu-pembantu presiden sehingga ada perbedaan
antara Keputusan Presiden No.55/1993 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.15/1975.

Langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Keputusan Presiden ini
adalah apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pithak yang
berkepentingan dalam masélah pemberian ganti rugi, maka pemegang hak atas
tanah dapat mengajukan keberatan terhadap Gubernur, dan setelah penyelesaian
yang ditempuh Gubernur tetap tidak diterima, maka Gubernur dapat mengajukan
usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah 'sebaga;imana diatur
dalam Undang-Undang No.20/1961 (Pasal 21 Keputusan Presiden No. 55/1993).

Dari  sudut pandang yuridis, Keputusan Presiden N0.55/1993
mengandung cacat yuridis baik dari segi formal maupun materiel, karena dari segi
materiel Keputusan Presiden tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-
Undang No.20/1961. Sementara dari sudut formal bahwa pemerintah mengandung
kekuasan memutus dan kekuasan mengatur. Dengan adanya kelaiasén pemerintah
tersebut, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu, hanya
saja kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa apabila Presiden akan
membuat undang-undang, harus dengan persetujuan DPR, lyaitu dalam
membentuk undang-undang, sedangkan apabila Presiden hendak'mgﬁgatur dengan

jalur eksekutif, dapat dilaksanakan dengan pembentukan suatu Keputusan
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Presiden. Pemberian delegasi hanya dapat dilakukan apat.iillél wewenang untuk
mendelegasikan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena sifat
Keputusan Presiden tersebut adalah peraturan pelaksana dari thané-undang yang
mengaturnya.

Memang dalam Keputusan Presiden No.55/1993 disebutkan bahwa
apabila prosedur musyawarah tidak berhasil dilakukan, maka dapat dimintakan
pencabutan hak atas tanah yang disampaikan kepada Presiden' oleh Menteri
Agrana atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), akz.inl tetapi prosedur
untuk sampai pada ketentuan pencabutan hak atas tanah berdasarkan pada
prosedur yang hampir sama dengan prosedur pembebasan tanah'.sebagaimana
pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/ 1975, bukan pada
prosedur seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.20/1961.

Seperti yang telah kita uraikan diatas bahwa proses pembebasan tanah
tidak diatur dalam Undang-Undang No.20/1961 walaupun dalam Keputusan
Presiden ini istilahnya pelepasan hak atas tanah. Ada beberapa pendapat yang
mengemukakan bahwa pelepasan hak atas tanah 1ni sesuai dengan béberapa pasal
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 27, 34, dan 40) yang' menyatakan
hak-hak atas tanah dapat menjadi hapus di samping dicabut untuk kepentingan
umurn, dapat juga karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya (Pasal 27
Undang-Undang Pokok Agraria) atau dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir (Pasal 34 dan Pasal 40) yang berarti pemegang hak
boleh menyerahkannya secara suka rela. Apabila kita telaah bersama pendapat

terscbut berarti dalam pelepasan hak, pemegang hak atas tanahlah yang aktif
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untuk melepas haknya karena sifatnya suka rela, akan tetapi seperti yang telah kita
ketahui bersama bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum pihak
pemerintah yang aktif membebaskan tanah milik rakyat.

Di dalam Undang-Undang No0.20/1961 tantang pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tidak memberikan wewenang kepada
Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (delegasi). Pembentukan
Keputusan Presiden No.55/1993 tidak didasarkan atas atribusi, karena atribusi itu
sendiri merupakan penyerahan suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakil-
wakilnya di parlemen kepada pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumya
tidak dimiliki oleh pemerintah. Dengan adanya pemberian wewenang itu berarti
tindakan pemerintah menjadi sah (halal) dan secara yuridis mempunyai kekuatan
mengikat secara umum, karena telah memperoleh persetujuaﬁ dari fakyat melalui
wakilnya di parlemen yang kemudian dituangkan dalam " berbagai peraturan
perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.’’ Keputusan
Presiden No.55/1993 merupakan peraturan kebijaksanaan ya‘ng_dituangkan dalam
bentuk Freis Ermessen, yaitu wewenang yang diberikan keplédla pemerintah untuk
mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah yang péntirig dan mendesak.
Kebijaksanaan tersebut diambil tanpa dilandasi oleh perét‘uran umum yang
memberi kewenangan kepada administrasi ﬁegara untuk membuat kebijaksanaan
tersebut.

Mengingat dengan semakin banyaknya kasus-kasus pembebasan tanah

selalu menimbutkan keributan dan masalah sehingga banyak yang mempersoalkan

Y SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Admm:stmtzf' Di
Indonesia, Liberty, Yogpyakarta, 1997, hilm.158.
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apakah hal ini terjadi karena kekurangberesan peraturan, ataukah karena
ketidakpastian aparat, ataukah hanya sebuah akges yang memang lumrah terjadi.
Tetapi apapun alasannya, yang umum dirugikan oleh keadaan tersebut adalah
rakyat, schingga perlu diadakan usaha perbaikan terhadap peraturan mengenai
pembebasan tanah. Dari Jellineck diketahui bahwa pemerintah mengandung dua
segi yaitu secara formal dan materiel. Pemerintah dalam arti formal mengandung
kekuasaan mengatur dan memutus, dan pemerintah dari segi materie! berisi unsur
memerintah dan melaksanakan. Sebagai pemegang kekuasaan memerintah,
Presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang tntuk membuat dan
menetapkan keputusan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus

konkrit individual berupa Keputusan Tata Usaha Nupara (Beschikking).

2.5 Pembebasan Hak Atas Tanah Menurut Keputusan Presiden No.55/1993
2.5.1. Prosedur Dan Panitia Pembebasan Tanah
Dalam melakukan pembebasan tanah rakyat dengan maksud membangun
untuk kepntingan umum akan dilakukan oleh suatu panitia pembebasan tanah,
yaitu suatu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan atau penelitian dan
penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan suatu hak atas tanah dengan atau
tanpa bangunan atau tanaman yang tumbuh diatasnya.

Pembentukan panitia pembebasan tanah tersebut pernah diatur dalam

Bijblad No.11372 jo Bijblad No.12746 yang kemudian pada tanggal 27 Januari

1958 Menteri Agraria mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada semua

Kementerian,
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» Dalam Surat Edaran, Menteri Agraria menetapkan komposisi
kepanitiaan yang dimaksud dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Jawatan gedung-gedung cq pekerjaan umum dan tenaga.
2. Jawatan/instansi yang hendak memiliki tanah itu.
3.1 awatan agraria/pamong praja/swatantra,
4. Kantor jawatan pajak.

Sehingga dengan demikian panitia vang dimaksud 'tEt'ap bertahan terus
sekalipun dengan perubahan komposisi anggotanya.*® Dalan:1 perkembangannya
karena dirasakan tidak sesuai dengan alam kemerdekaan di Indonesia, keberadaan
panitia pembebasan tanah diperintahkan untuk ditinjau kembal,i, ‘dan dicabut, yang
kemudian diadakan suatu peraturan baru agar sesuai dengan kondisil pada saat itu,
perintah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menter _'P.;:rtama Republik
Indonesia dengan No.32391/61 tanggal 30 Desember 1961 yang ditujukan kepada
Menteri Agraria dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga. _

Kemudian Dirjen Agraria dalam Surat Edarannya padé'tangga] 28 Mei
1969 No.Ba.5/282/5 yang ditujukan kepada para Gubernur tetép berpedoman pada
prosedur dimana apabila instansi pemerintah atau suatu bada_ﬁ‘ hukﬁm pemerintah
bermaksud mengadakan jual beli atau pembebasan tanah, maka harus melalui
panitia pembebasan tanah untuk keperluan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Bijblad No.11372 jo 12746.

Dengan demikian usaha untuk meninjau bahkan mencabut ketentuan

tersebut tidak ditindaklanjuti. Menurut Keputusan Presiden No.55/1993 bahwa

8 Ibid, him.38,
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L4
)

prosedur yang ditempuh apabila suatu instansi pemerintah memerlukan suatu areal

tanah untuk keperluan tertentu dalam pelaksanaan  pembangunan untuk

kepentingan umum yaitu:

L.

Instansi pemerintah yang memerlukan tanah permohonan untuk
mendapatkan tanah yang diperlukan kepada Gubernur Daerah Tingkat 1
yang bersangkutan, yang kemudian menunjuk Bupati/Walikota untuk
memproses lebih lanju, sedangkan tanah yang menyangkut antar
Kabupaten/Kotamadya ditangani sendiri oleh Gubernur. -Permohonan
tersebut harus dilengkapi dengan keterangan mengenai lokasi tanah yang
diperlukan, luas dan gambar kasar yang diperlukan, penggunaan tanah
pada saat permohonan diajukan dan uraian tentang rencana proyek yang
akan dibangun, serta keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya
pelaksanaan pembangunan.

Apabila setelah dinilai pemohon adalah instansi yang benar-benar
memeriukan tanah tersebut guna pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, maka pemerintah setempat  dalam rangka
pemenuhannya, apabila  penetapan  rencana pembangunan ntuk
kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasarkan rencana tata ruang
telah ditetapkan terlebih dahuly, oleh karena itu kewenangan untuk menilai
itu tidak diserahkan kepada panitia maka penitaiannya diserahkan kepada
pemerintah daerah setempat.

Apabila rencana pembangunan tanahnya sudah sesuai dengan dan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan
ruang wilayah atau kota dan Bupati/Walikotamadya atau Gubernur
memberikan  persetujuan  penetapan  lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanghan Nasional Propinsi atau Kepala Kautor Kabupaten/Kotamadya
setempat.

Setelah permohonan, panitia mengundang instansi pemerintah yang
memerlukan tanah untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Panitia
bersama-sama instansi pemerintah yang memerlukan tanah memberikan
penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan
mengenai maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat memahami
dan menerima pembangunan yang bersangkutan, penyuluhan dilaksanakan
ditempat yang ditentukan panitia dan dipandu oleh Ketua' Panitia atau
Wakil Ketua serta dihadiri oleh anggota panitia dan pimpinan instansi
pemerintah yang terkait. Penyuluhan dapat dilaksanakan lebih dari satu
kali sesvai keperluan, kemudian panitia bersama instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dan instansi terkait menetapkan batas lokasi tanah vang




terkena pembangunan dan selanjutnya panitia melakukan inventarisir
diantaranya;

a Inventarisasi tanah-tanah yang akan terkena proyek, sesuai dengan
beberapa luas areal yang diperlukan.

b Inventarisasi bangunan-bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan
perlu pula ditentukan kriteria jenis bangunan yang bersangkutan. Untuk
ini diperlukan sckali kriteria yang berguna untuk kriteria Jenis bangunan
ini dalam peraturan pelaksana dan Keputusan Presiden No.55/1993.

¢ Inventarisasi tanaman yang tumbub diatas tanah yang hersangkutan,
disini perlu ketegasan mengenai jenis tanaman apa yang perlu diganti
rugi dan yang bagaimana pula yang tidak diganti.

d Inventarisasi benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah
tersebut misalnya bagaimana kalan diatas tanah tersebut terdapat
beberapa kuburan, :

Apabila berdasarkan inventarisasi tersebut tampak bahwa proyek yang
hersanglutan mempunyai dampak potensial yang terhadap lingkungan
dibuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL) sebagaimana yang diatur. dalam Peraturan
Pemerintah No.29/1986. Satu diantara pertimbangan natuk ity dan hal ini
jarang dilakukan bahwa ANDAL dapat dilakukan kalau kegiatan tersebut
mengenai jumlah orang banyak dan dapat mengundang ketegangan sosial
yang serius. Berdasarkan hasil inventarisasi dan dukungan oleh studi PIL
dan ANDAL panitia sudah dapat memberikan pertimbangan apakah
proyek tersebut diijinkan atau tidak.

Apabila tidak ada halangan yang disebutkan di atas, barulah kegiatan
selanjutnya diteruskan. T.angkah berikutnya ialah sesuai dengan panitia
lalu mengadakan penelitian mengenai:

a Luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanah dilakukan
pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat; penguasaan, dan
penggunaan tanah oleh - petugas dari  kantor Pertanahan
Kotamadya/Kabupaten setempat.

b Untuk mengetahui pemilik, jenis, luas, kondisi bangunan, dilakukan
pengukuran dan pendataan oleh petugas dari instansi Pemerintah
Daerah Tingkat Il yang bertanggung jawab di bidang bangunan.

¢ Untuk mengetahui pemilik, jenis, umur, dan kondisi tanaman dilakukan
pendataan oleh ptugas dari instansi Pemerintah Daerah Tingkat I1 yang
bertanggung jawab dibidang pertanian atau perkebunan.

d Untuk mengetahui pemilik, jenis, ukuran, dan kondisi benda-benda lain
yang terkait dengan tanah dilakukan pendataan oleh petugas dari
instanst Pemerintah Daerah Tingkat Il yang bertanggung jawab
mengenai benda-henda yang akan di data.
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¢ Petugas inventarisasi merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya
secara bersamaan berdasarkan surat fugas dari panitia. Dan kemudian
hasil inventarisasi ditandatangani oleh petugas yang melaksanakannya,
diketahui oleh atasannya dan ptmpinan instansi yang bersangkutan
untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia,

f Panitia mengumumkan hasil inventarisasi di Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya, Kantor Camat, dan Kantor Kelurahan/Desa
setempat selama 1 (satu) bulan, untuk memberikan kesempatan kepada
yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan, Pengumuman ini
dibuat dalam bentuk daftar peta, ditandatangani oleh ketua, wakil ketua,
sekretaris dan para anggota panitia.

Melakukan penafsiran ganti rugi dan mengusulkan ganti kerugian vang
harus diberikan. Penegasan ini dilakukan dalam musyawarah dengan
masyarakat tentang ganti kerugian akan dibicarakan secara khusus.

Dilaksanakan musyawarah antar panitia, pemegang hak dan instansi
pemerintah yang memeriukan tanah secara langsung, yang dipimpin olech
ketua panitia.

Pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan serta tanaman dapat
mengajukan keberatan Gubernur terhadap keputusan panitia dengan
disertai alasan keberatan. Panitig segera melapor kepada Gubernur
mengenai pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan serta tanaman yang
dianggap keberatan.

Setelah menerima keberatan, Gubernur meminta pertimbangan panitia
pengadaan tanah propinsi, dan kemudian panitia pengadaan tanah propinsi
meminta penjelasan  kepada panitia mengenai proses - pelaksanaan
pengadaan tanah terutama mengenai penetapan bentuk dan besarnya ganti
kerugian. Gubernur mengupayakan agar pemegang hak atas fanah, pemilik
bangunan, serta tanaman menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian
yang diusulkan oleh panitia pengadaan tanah, apabila masih belum ada
kata sepakat maka Gubernur dapat mengajukan usulan pencabutan hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Keputusan Presiden
No0.55/1993. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka instansi pemerintah
membnat dafiar normatif pemberian ganti kerugian dengan dibuktikan
melalui surat tanda penerimaan. .

Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan
pelepasan  hak  atas tanah dan Kepala . Kantor Pertanahan
Kahupaten/Kotamadya dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang
anggota panitia. Apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka
penyerahan tersebut disaksikan oleh Camat dan Lurah/Kepala desa
setempat dan pada saat itu juga pemegang hak atas tanah diwajibkan




menyerahkan sertifikat/surat-surat tanah yang berkaitén-‘dengan tanah-
tanah yang bersangkutan -

12. Panitia membuat berita acara pelepasan atau penyeréhan hak atas tanah,
kemudian. panitia melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah
untuk setiap bidang tanah. :

Apabila kita kembali membandingkan dengan tugas yang diemban oleh
panitia pembebasan tanah oleh panitia pembebasan tanah menurut Pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 yang menyebutkan:

1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat. terhadap keadaan
tanahnya, tanaman, tumbuhan, dan bangunan.

2. Mengadakan perundingan dengan pemegang hak atas tanah dan bangunan
alau tanaman, '

3 Menaksir bésarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa atau pertimbangan.

5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak
atas tanah, bangunan, tanaman tersebut.

Tugas yang diemban panitia seperti yang tersebut diatas memang
memiliki dimensi yang sangat luns, tetapi peran vang dilakukannya sering tidak
sesuai dengan keberadaan aturan tersebut. Dalam heberapa hal poin-poin
peraturan mengenai tugas panitia pembebasan hak atas tanah terdapat beberapa
yang tidak secara jelas menyebutkan wewenang hingga batasén—batasannya,
seperti masalah menaksir dan mengusulkan besarnya gantt kerugian, kepada siapa
usul tersebut harus disalurkan. Kemudian mengenai musyawarah dengan para
pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dalam

hal.ini sering kita temukan adanya campur tangan pihak luar lingkup musyawarah
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tersebut, sebagai contoh keterlibatan lembaga ekstra yudicial (militer) dalam
setiap melakukan pembebasan tanah rakyat.

Keberadaan panitia pembebasan tanah bary mengalémi perubahan setelah
Direktorat Jenderal Agraria mengeluarkan Surat Edaran No.Ba.12/108/12/1975
yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pembelian
tanah untuk kepentingan negara ataupun susunan keanggotaan panitia yang
bertugas dalam bidang ini sebagaimana dimuat dalam Bijblad No.11372 jo
Bijblad No.11746 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan sehingga
perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan.

Untuk memperkuat landasan yuridis mengenai keberadaan kepanitiaan
tesebut maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri I\.Io.-'15/1975 masalah
kedudukan, komposisi, dan wewenang kepanitiaan tersebut, begitu pula dalam
Keputusan Presiden No.55/1993. Dalam Keputusan Presiden. No.55/ 1993, panitia
pengadaan tanah ini yang dibentuk oleh Gubernur . terdapat di setiap
Kabupaten/Kotamadya tingkat 11, hal tersebut diatur dalam .Pasgl 6 ayat (1) dan
ayat (2), sedangkan dalam ayat (3) ditentukan bahwa pengadaan tanah berkenaan
dengan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten atau kotamadya atau lebih
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah tingkat propinsi yang diketuai
oleh Guberur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkqtan, yang éusunan
keanggotaannya sejauh mungkin mewakili instansi-instansi yang terkait di tingkat
I tersebut. |

Mengenai komposisi atau susunan panitia pengédaan tanah ini dalam

Keputusan Presiden No.55/1993 diatur dalam Pasal 7 yang terdiri darni :
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. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 sebagaﬁ ‘kétua merangkap
anggota. ' '

. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai wakil ketua
merangkap anggota. ‘

. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota.

Kepala Instansi Pemda yang bertanggung jawab di bidang bangunan sebagai
anggota.

. Kepala Instansi Pemda yang bertanggung jawab di bidang pertanian sebagai

anggota.

Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan
pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota.

. Lurah/Kepala Desa yang wilayashnya meliputi bidang tanah di'mana rencana

dan pelaksanaan pembangunan akan berlan gsung sebagai anggota.

. Asisten Sekretaris Wilayah daerah bidang pemerintahan sebagai sekretaris |

bukan anggota,

. Kepala seksi pada kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai

sekretaris I1 bukan anggota.

Dalam Pasal 7 terlihat jelas bahwa keberadaan panitia bukan merupakan

adhoc, melainkan panitia tetap hanya pada keanggotaan Camat dan Lurah atau

Kepala Desa saja yang disesuaikan dengan wilayah di mana tanah tersebut berada.

Apabila kemudian kita bandingkan dengan komposisi atau susunan

panitia pembebasan tanah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975

yang disebutkan dalam Pasal 2, maka dalam peraturan tersebut kepanitiaannya

antara lain terdin dari:

1.

Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai ketua
merangkap anggota.

. Scorang pejabat dari kantor Pemda tingkat I yang ditunjuk oleh

Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota,

.. Kepala kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota,
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4. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah sebagai
anggota,

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang
ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas

Pertanian Daerah Tingkat [I atau pejabat yang ditunjuk.akan mengenai tanah
pertanian sebagai anggota. :

6. Kepala kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota. - |
7. Kepala desa yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota, -

8. Seorang pejabat dari kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya
yang bersangkutan sebagai sekretaris bukan anggota.

Perbedaan yang terdapat dalam kepanitiaan menu_rﬁt -Keputusan Presiden
No0.55/1993 dengan kepanitiaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.15/1975 bahwa dalam Keputusan Presiden pihak yang';_:r‘nemerlukan tanah
tidak terdapat dalam susunan kepanitiaan walaupun mereka Juga dilibatkan dalam
perundingan, dengan demikian lebih menjamin objektifitas. ‘Sedangkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 pihak yang ‘memerlukan tanah
duduk sebagai anggota panitia dengan maksud untuk memudahkan prosedur
terutama dalam penyelesaian keuangan.

Mengenai biaya panitia diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri yaitu
biaya panitia yang terdiri dari honorarium sebesar 1% dari jumlah‘-tafsiran ganti
kerugian, biaya administrasi 1% dari jumlah tafsiran gant kerugian, biaya
operasional sebesar 2% dari jumlah pelaksanaan ganti kerugian. Penggunaan
biaya panitia ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Mengenai biaya ini diatur
lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Negara tanggal 29 Juni 1994 No.500-

1988 yang pada angka (4) disebutkan bahwa biaya pengadaan tanah terdiri atas
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honorarium penitia sebesar 1%, biaya adrﬁinislr;si !%, dan bliaya operasional 2%
dihitung dari jumlah tafsiran,

Hal lain yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri ipi adalah yang
berkenaan dengan penyuluhan. IDalam Pasal ‘1() Peraturan Meﬁteri .mengenaj
penyuluhan yang dilakukan oleh panitia bersama-sama instansi pemerintah
dijelaskan maksud dan tujuan pembangunan terhadap masyarakat yang terkena
lokasi. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
Apabila lokasi yang bersangkutan mempunyai dampak &ang penting dan
mendasar pada kehidupan masyarakat, penyuluhan dilakukan dengan melibatkan
peran serta tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat, dan penyuluhan
dilakukan lebih dari satu kali. |

Mengenai kegiatan inventarisasi apabila telah selesai, maka seperti
halnya yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menter; yaitu panitia mengumumkan
hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kodya, kantor camat dan kantor kelurahan/desa éclama satu bulan
yaitu untuk memberi kesempatan terhadap -yang berkepentingan  untuk
mengajukan keberatan. Penggunaan yang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) dibuat dalam bentuk daftar dan pe‘t‘;1, ditandatangani oleh ketua, wakil ketua,

dan para anggota panitia.

2.5.2.Penentuan Ganti Kerugian
Dart berbagat kasus yang terjadi, jika dikuliti, sesungguhnya sumber

masalah terletak pada adanya konflik dua kepentingan atas ‘tanah yang tidak
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menemukan titik temu. Sulit diingkari bahwa kepentingan akan tanah adalah hal
yang teramat strategis. Selain menyangkut segi ekonomi, juga meliputi bagian

asasi dari hidup dan kehidupan karena persoalan tanah adalah ‘jaersoalan hidup dan

mati dimana heroisme dan harga diri teruji.

Konflik kepentingan itu sendiri tentu saja bukan hal yang baru sekarang
muncul sepanjang sejarah bangsa kita, sengketa atas tanah adalah bagian dari
segi-segi yang menggerakkan sejarah. Perjalanan Onto‘wi'r‘yo‘ atau Pangeran
Diponegoro yang penuh patriotik, jika dilacak lebih jauh bermula dari masalah
tanah dengan Kolonialisme Belanda. Begitu pula halnya dengan perang-perang
heroik lainnya, yang menjadi bata merah Kebangkitan Nasionzi_l.NiIai penting dari
peristiwa sejarah itu, bahwa soal tanah bukanlah hal yang sépele. Tingginya
makna tanah, membuat sepadan digantikan dengan nyawa ( hidllp). ‘

| Untuk itulah kehadiran konsep ganti rugi dalam sengketa tanah masa
kini, merupakan hal yang harus dilihat sebagai sebuah lompatan formulasi dalam
menuju penyelesaian konflik kepentingan yang Ichih demokratik. Ganti Tugi
sebagai sebuah konsepsi, bukan saja. memuat scgi-segi teknis (prosedural) dalam
pengambilalihan tanah, namun juga mengandung pemahaman baru atas tanah,
Sejak konsepsi ganti kerugian digunakan dalam berbagai bentuk- perundangan,
sebenarnya telah terjadi pendepredasian makna yang cukup penting, di mana
tanah telah dilihat sebagai bentuk benda biasa, yang tidak lagi sakral, sehingga
dapat dipertukarkan dengan benda lain.

Dalam Pasal 1 angka (7) Keputusan Presiden No.55/1993 pengertian

ganti kerugian adalab penggantian atas nilai tanah berikut bangunan dan/atau
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tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah. Menurut Pasal 12 Keputusan Presiden
No0.55/1993 yang dapat menerima ganti kerugian sebagai akibaf dari pembebasan
tanah adalah hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan
dengan tanah. Mengenai hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal |
angka (6) Keputusan Presiden tersebut adalah hak atas sebidang tanah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan
bahwa hak atas tanah berkaitan dengan hak milik, hak guna b_angunén, hak pakai,
dan sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (‘1.) Undang-Undang
Pokok Agraria.

Untuk masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah ini perlu adanya
pengertian yang mendetail, karena seperti yang tertuang dalam Pasal 16 tersebut
adanya hak pengelolaan termasuk dalam hak atas tanah, juga hak yang belum
didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat sebagai -alat bukti haknya.
Kemudian untuk masalah bangunan seperti yang sudah kita kenal ada bangunan
darurat, semi permanen, dan permanen harus disesuaikan deng;m lingkungan
masyarakat yang bersangkutan, sedangkan untuk masalah Itanaman, ganti rugi
pada dasarnya diperuntukkan pada tanaman yang keras, seméﬁfara untuk tanaman
musiman dapat ditunggu sampai wakta panen.

Hal-hal di atas yang perlu diperhatikan dalam peneté‘ll'plan gantt kerugian

supaya rakyat sebagai pemegang hak atas tanah tidak merasa dirugikan antara




lain:*® untuk tanah nilainya didasarkan pada nilai nyata dengan memperhatikan

nilai jual objek pajak tahun terakhir:
1. Sembilan faktor yang mempengarvhi harga tanah.
2. Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yaﬁg.relevan.

Sementara itu menurut Pasal 15 Keputusan ™ Presiden No.55/1993

penetapan ganti kerugian harus memenuhi:
1. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenamya dengan
memperhatikan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir
untuk lahan yang bersangkutan.

2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemda yang bertanggung
jJawab di bidang bangunan,

3. Nilai jual tanaman diatur oleh instansi Pemda yang bertanggung jawab di
bidang pertanian.

Adanya ketentuan mengenai klasifikasi harga tanah yang didasarkan atau
dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dapat dikatakan sebagai kemaj uan yuridis
karena pada peraturan sebelumnya belum diatur.

. Sementara itu mengenai klasifikasi dan besarnya nilai jual, ketentuannya
mengacu pada ketentuan Menteri Keuangan tanggal 23 Februari 1993
No.174/KMK/.04/93 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek
pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan klasifikasi
mengenai nilai jual tersebut hanya sebagai pedoman dalam penentuan ganti
kerugian, sedangkan inti dari pemberian ganti rugi adalah kesepakatan

musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memeriukan

tanah.

 Maria SW. Sumarjono, Penetapan Ganti Kerugian, Kompas, Edisi 3 Desember 994,
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Dalam pemberian ganti rugi atas tanah ada berbagai macam bentuk, tidak
hanya berbentuk uang melainkan ada berbagai macam seperti yang diatur dalam
Pasal 13 Keputusan Presiden No.55/1993 yaitu dapat berupa:

1. Uang.

2

. Tanah pengganti.

. Pemukiman kembali.

[FS)

B

. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi sebagaimana yang dimaksud
dalam angka (2) dan angka (3).

Lh

- Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

Adanya alternatif yang dapat dipilih dalam penet.apangbentuk ganti
kerugian ini dengan kata lain juga memaksimalkan musyawarah antara kedua
belah pihak. Konsekuensi lain dari adanya alternatif tersebut bahwa bentuk dari
ganti kerugian haruslah seimbang nilainya antara tanah yang dilepaskan dengan
nilai penggantiannya, misalnya, ganti rugi berupa pelnukimanicembali di suatu
lokasi tertentu yang cukup layak ditinjau dari perkembangan sésial,‘ ekonomi, dan
budaya ditambah dengan uang penggantian apabila diperhitungkan jumlah nilai
antara pemukiman barunya, ditambah dengan penggantian ‘ﬁang tidak jauh
berbeda dari nilai jual tanah dan rumah yang diserahkan. |

Sementara itu ganti kerugian yang diberikan dapaf diseréhkan kepada
pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah apabi-la ‘tanah tersebut
merupakan tanah wakaf, maka diserahkan nadvir, atau apabila lieper‘nilikan tanah
adalah milik bersama, sedangkan satu orang atau lebih tersebut tidak diketahui
domisilinya, maka ganti kerugian dikonsinyasikan (dititipkan) melalui Pengadilan

Negeri setempat, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 37 Keputusan Presiden
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No0.55/1993. Dalam konsinyasi ini sering dimanfaatkan_ oleh pihak yang
memerlukan tanah untuk memaksakan nilai ganti rugi,. sementara musyawarah
belum mencapai kata sepakat, misalnya di saat musyawarah sedang beflangsung
pihak yang memerlukan tanah sudah memberikan konsinyas; melélui Pengadilan
Negeri setempat dengan jumlah uang yang ditaksir secara sepihak sehingga timbul
kesan adanya unsur paksaan bagi pemegang hak atas tanah dalam menerima ganti
rugi. |

Dalam pelaksanaan ganti rugi ini sering kali terjadi penyunatan atas
besarnya pembayaran, bahkan kadang kala ganti kerugian dibayarkan bertahun-
tahun sehingga pemilik tanah sering kali menolak untuk menerimé uang dengan
alasan mengalami fluktuasi. Lamanya pembayaran uang ganti kérugian dapat
menimbulkan kesan pada pemilik tanah seakan-akan uang ganti kerugian untuk
sementara dimanfaatkan oleh panitia. Ambil contoh penantian 340 Kepala
Keluarga (KK) warga desa Wonorejo, kecamatan Pagerwojo, Tul ung Agung yang
terkena proyek waduk Wonorejo, harus menunggu pembayaran ganti kerugian
sejak tahun 1982 yang hingga tahun 1993 belum terealisésikan. Warga desa
meminta ganti kerugian dibayar 10 kali lipat dari vang telah disepakati.

Padahal apabila kita tinjau kembali bahwa int dari persoalan
pembebasan tanah tidak akan terlepas dari adanya kesepakatan dalam
musyawarah antar pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah
dalam menentukan nilai ganti rugi atas tanah yang akan diterima oleh pemegang

hak atas tanah.*°

M. Khoidin, Masalah Ganti Rugi Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah, Suara Karya,
Edisi 24 September 1993
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2.5.3.Musyawarah

Dalam sistem pemerintahan demokratis di negerl Republik Indonesia
dinyatakan sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
pennusyawaratan/perwak1lan” sebagaimana yang termaktub dalam Slla Keempat
Pancasila. Pengertlan kata permusyawaratan yang berasal dari kata musyawarah
mengandung sesuatu yang lebih dari sekedar berunding atau berdialog atau proses
mengambil keputusan.

Musyawarah Baru dapat terjadi bila sesuatu - yang dirundingkan,
didialogkan atau diproses untuk diambil keputusannya, berada dalam lingkup
benar, adil, atau baik. Sesuatu yang bersifat tidak adil, tidak henar, dan tidak baik
bila dirimdingkan, didialogkan, atay diproses untuk diambil "keputusannya,
tidaklah dapat dikatakan dimusyawarahkan. Istilah yang tepat untuk perbuatan
seperti itu adalah maka, atau biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai
sekongkol untuk melakukan kejahatan. Jadi mlisyawarah pada intinya. terletak
pada materi yang dirundingkan, didialogkan, atau diproses untuk diambilkan
keputusannya haruslah sesuatu yang benar adil dan/atau baik.

Dalam masalah pembebasan tanah untuk kepentfngan ufnum baik vang
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, hal yang "terpenting adalah
pemberian ganti rugi yang sebelumnya tentu saja harus adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak yang dirumuskan atau dihasilkan dalam musyawarah.

Asas musyawarah ini merupakan suatu prinsip yang terkandung dalam
pengertian pembebasan tanah, berbeda dengan pencabutan hak atas tanah yang

mengandung unsur sepihak schingga  tidak  diperlykan persefujuan  atau

e
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musyawarah dengan pemilik tanah. Dalam pembebasan tanah mutlak adanya
musyawarah antara pemegang hak dengan pihak yang mcmbébaskan.‘”

Dengan mutlaknya keberadaan asas m usyawarah dalam pembebasan hak
atas tanah, maka pemegang atay pemilik tanah dapat menerima atay menolak
jumiah ganti rugi yang diusulkan panitia. Masalah ganti rugi telah ditegaskan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 18 yang menyebutkan bahwa,
“Untuk keﬁentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi
ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh u.ﬁdang-undang.”

Penegasan dari Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah
adanya kewajiban memberi ganti kerugian yang layak, kebutuhan vang bersifat
layak akan terlihat dalam musyawarah antara kedua belah ﬁihak. Musyawarah
untuk lﬁenentukan nasib dari tanah yang akan dibebaskan ini diatur secara tegas
dalam Keputusan Presiden No.55/ 1993, Pasal 9 yang menyebutkan bahwa
pengadaan taﬁah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan urnum
dilakukan melalui musyawarah, |

Mengenai mekanisme musyawarah tersebut kemudian diatur dalam Pasal
10 Keputusan Presiden No.55 tahun 1993 yang menyebutkan:

1. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan dan instansi pernerintah yang memerlukan tanah,

2. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan
terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagai
mana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan
tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil

4 Soetomo, Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas Tanah, Usaha

Nasional, Surabaya, 1994, hlm.26.
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yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah yang sekaligus
bertindak selaku kuasa hukum. : '

3. Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh ketua
panitia pengadaan tanah.

Apabila kita bandingkan dengan Peraturan Menteﬂ Dalam Negeri
No.15/1975, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, asas
musyawarah tidak secara detail diatur didalamnya. Hal ini 'diltunjukkan bahwa
adanya musyawarah hanya disebutkan dalan. Pasal 6 ayat lI(l), yéng berbunyi,
“Dalam mengadakan atau penetapan mengenai besarnya ‘ganti rugi, panitia
pembebasan  tanah  harus mengadakan  musyawarah  dengan  para
pemilik/pemegang hak atas tanah dan/benda atau tanaman yang diatasnya
berdasarkan harga umum setempat.”

Penegasan mutlak asas musyawarah dalam pcmberia}_n ganti kerugian
menempatkan posisi kedua belah pihak menjadi seimbang, artinya hal tersebut
membuka peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengadakan tawar
menawar mengenai besarnya pemerian ganti rugi. Penegasan seperti yang
disebutkan dalam Keputusan Presiden No.55/1993 itu dapat terlaksana apabila
para pihak terutama pihak yang memerlukan tanah betul-betu! mentaati asas
musyawarah dengan benar, karena dalam prakiek sering kita Jumpai musyawarah
yang tidak dilaksanakan secara baik, karena para pihak yang bermusyawarah tidak
tergambar dalam kedudukan yang sama, sehingga hal tersebut lebih cenderung
bersifat pengarahan, dan pihak warga masyarakat diarahkan untuk menerima apa

yang diinginkan oleh panitia.
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Kemudian dalam Pasal 11 Keputusan Presiden No.5 5/1993 menyebutkan
bahwa musyawarah dilakukan ditempat yang ditentukan dalam surat undangan,
Dengan tidak menyebutkan secara tegas tempat diadakannya musyawarah, hal
tersebut menunjukkan tidak konsistennya peraturan mengeﬁai musyawarah ini
karena sering yang terjadi adalah pemanggilan pemegang hak atas tanah di kantor
pejabat bahkan institusi ekstra yudicial pun sering dijadikan tempat pemanggilan
seperti Kodim dan Koramil.

Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No.2263 K/Pdt/1991
pengertian musyawarah tidak hanya secara formal tetapi juga secara keadilan dan
kebenaran materiel seperti dalam pertimbangannya hukuﬁmya Asikin yang
berpendapat :

“Diulang tegaskan bahwa secara formal memang telah dinyatakan, para
penggugat telah melaksanakan pembebasan tanah proyek irigasi Kedung Ombo
berdasarkan asas musyawarah. Namun secara keadilan dan kebenaran materiel
tidak diperinci dan tidak dapat dibuktikan bagaimana caranya. Hal mana
merupakan unsur penting dalam perkara ini antara tukar pikiran dan
pengambilan suara (Putusan Kasasi Mahkamah Agung halaman 122).”

Konsekuensi dari adanya musyawarah sebelum pemberian ganti kerugian
dalam pembebasan tanah tersebut mengandung dua kemungkinan? yaitu adanya
kata sepakat dan tidak adanya kata sepakat dalam pemberian ganti kerugian.
Adanya dua kemungkianan tersebut diatur dalam Pasal 18 dan Pa$a1 19 Keputusan
Presiden No.55 tahun 1993.

Menurut Pasal 18 apabila dalam musyawarah telah di_éapai kesepakatan
antara kedua belah pihak, maka panitia pengadaan tanah menéeluarkan keputusan

mengenai bentuk dan besarnya pemberian ganti kerugian sesuai dengan

kesepakatan tersebut, sedangkan menurut Pasal 19 apabila dalam musyawargh
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telah diupayakan berulangkali dan kesepakatan mengenai l;_;éntuk dan besamya
ganti kerugian tidak tercapai juga, maka pamitia pengadaan tanah mengeluarkan
keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi deﬁgari sejauh mungkin
memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangéﬁ yaﬁg berlangsung
dalam musyawarah,

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya icésepa.katan dalam
musyawarah, hal itu ditunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya dilakukan sekali
saja melainkan berulangkali sehingga mewujudkan suatu bentuic kesepakatan
antar kedua belah pihak.

Kelanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 dimana secara
implisit panitia dapat menetapkan secara sepihak mengenai bentuk dan besarnya
ganti kerugian bukanlah suatu keputusan yang final karena dalam Pasal 20 pada
Keputusan Presiden tersebut pemegang hak atas tanah dapat mengajukan
keberatan kepada Gubernur dan dapat mengupayakan penyelesaian mengenat
bentuk dan besarnya ganti rupi dengan mempertimbangkan, meﬁdengar, dan
mempelajari pendapat serta keinginan pemegang hak atas tanah. Keputusan
Gubernur tersebut dapat dikukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan
tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan.

Dalam hal pemegang hak atas tanah tetap berkeberatan dengan keputusan
Gubernur, maka dalam Keputusan Presiden No.55/1993 diatur apabila upaya yang
dilakukan oleh Gubernur tersebut tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas

tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.29/1961, ketentuan tersebut
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terdapat puta dalam Pasal 21 Keputusan Presiden No.55/1993 yang secara lengkap

isinya adalah sebagai berikut:

l. Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Gubernur tidak diterima
oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan
tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur mengajukan usulan penyelesaian
dengan cara pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

. Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada
Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melaly
Menteri Dalam Negeri dengan tembusan menteri dari instansi yang
memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.

[0

3. Setelah menerima usulan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri atau menteri dari instansi yang
memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman, :

4. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah disampaikan
kepada Presiden oleh Menteri Negara Agraria yang ditandatangani oleh
Menteri Dalam Negeri atau menteri dari instansi yang memerlukan tanah
dan Menteri Kehakiman,

Apabila Presiden menyetujui diadakannya pencabutan hak, maka akan
dikukuhkan dalam suatu Keputusan Presiden yang berisi ketentuan mengenai
pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan ganti kerugian yang diberikan kepada
pemilik tanah, Keputusan Presiden mengenai besarnya gantj" Tugi itu pun tidak
mengikat pemilik tanah. Pemilik tanah dapat menolak besarnya ganti kerngian
yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Jika di nilai tetap.'kurang atau tidak
layak yaitu dengan jalan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 8
Undang-Undang No.20/1961).

Jadi sebenarnya perangkat hukum kita telah memberikan rambu-rambu
untuk melindungi tanah rakyat dari penggusuran secara liar. Dengan adanya

deregulasi di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum, kiranya tertutup kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk
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menggusur tanah-tanah rakyat, baik itu oleh pemerintah maupun oleh investor
yang berlindung di bawah kekuasaan.

Masalahnya sekarang, beranikah para pemilik tanah untuk menolak
keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Presiden, apalagi sampai
menggugat ke pengadilan karena rakyat yang menolak seringkali dicap sebagai
anti pembangunan atau menghambat pembangunan? Lebih ironis lagi ada yang
mengkaitkan keterlibatan pemilik tanah dalam suatu organisasi terlarang, tidak
bersih diri, dan lain-lain dengan jutukan yang menyakitkan.

Kalau sudah demikian keadannnya, maka alat kekuasaan yang sering kali
muncul untuk memaksa pemilik tanah agar melepaskan hak atas tanahnya,
sedangkan aturan-aturan hukum yang bermaksud melindungi kepentingan rakyat
seringkali  dilecehkan dan disimpangi, dan justru malah  pemerintah
melanggengkan praktek-praktek kekerasannya yaitu dengﬁn, lewat pola
represipitus dan barbarian aparat keamanan. Akhimya rakyat berbondong-
bondong dan berpawai ke DPR, Menteri, LSM, dan Pers guna mengadukan dan
memperjuangkan nasibnya,

Prosedur pencabutan hak atas tanah tersebut jauh berbeda dengarj
prosedur pencabutan hak atas tanah menurut Undang-Undang No.20/1961,
padahal dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa pencabutan hak
atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20/1961. Adanya
perbedaan tersebut disebabkan banyaknya perubahan dalam sistem administrasi

pemerintahan terutama yang berhubungan dengan administrasi pertanahan.




BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penetapan Tipe penelitian yang dipilih memerlukan keclermatan, sebab
memiliki dimensi serta berimplikasi pada pendekatan yang 'digtlﬁ'akan untuk
menyelesaikan serta menjawab masalah atas substansi yang diteliti, dengan
harapan memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian memperhatikan judul penelitian .ini serta rumusan
masalahnya, maka digunakan tipe penelitian yuridis normatif guna menganalisa
substansi peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk landasan teori
serta bahan-bahan dokumenter lainnya.

Di samping menganalisa fakta gejala sosial dalam iiﬁplementasinya,
sehingga digunakan pendekatan yang sifatnya akumulasi. melalui tipb penelitian

yuridis sosiologis.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.1.Populasi
Adapun populasi penelitian ini terdiri dari :
I. Panitia Pengadaan Tanah, sebanyak 10 Orang
2. Masyarakat atau pihak-pihak yang terkena pembebasan tanah sebanyak 58

orang
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Jadi total populast dalam penelitian ini adalah 68 orang
3.2.2.Sampel Penelitian |
Oleh karena populasi terdiri dari 2 kelompok maka dalam penelitian sampling
periu  mempertimbangkan masing-masing kekhasan populasi secara
proporsional. |
Menurur Gay dalam Sevilla dkk (1993, 163), bahwa sampel dalam penelitian
deskriptif ditetapkan minimal 10 % dari populasi. Agar datanya lebih valid
terwakili maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 11 % dari 68
orang, berarti 7 orang yang diperoleh dran' populasi dengan ﬁncian :
Anggota Panitia Pengadaan Tanah ;
10 X 7=1
68
Masyarakat yang terkena pembebasan tanah
58 X7=6
68
3.3 Spesifikasi Penelitian
Dilakukan secara kualitatif deskriptif karena- hanya menggambarkan

obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3.4 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Giwangan, . Kecamatan

Umbulhardjo, Kotamadya Daerah Istimewa Yogyakarta.
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3.5 Jenis dan Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, terdiri atas daté primer dan data
skunder. Kedua jenis data ini diperoleh melalui sumber yang di gunakan yaitu ;

1. Data Primer, adalah data pokok vang diperoleh dari 1apé11gan {bersifat
emi)iris). Jenis data ini, diperoleh dari sumber data yﬁng Berasal dari
responden yang ditetapkan berdasarkan teknik sampling.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh 1i1elalui hasil penelusuran serta
penelaahan maupun studi kepustakaan, dokumen dan informasi dari pejabat

instansi yang berwenang.

3.6 Tcknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang
diinginkan dengan mengacu pada sifat pengajian yang dikembangkan dalam
penclitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

I. Observasi, adalah suatu teknik pengamatan yang dilakukan untuk
mengetahui kondisi obyektif dan paradigma yang ada padalingkungan
obyek penelitian.

2. Studi Kepustakaan (library research), teknik ini dipergunakan untuk
mengetahui sebanyak mungkin pendapat serla konsep para ahli dan
dokumen-dokumen yang ada relevansinya, sebagai bahan inspirasi dalam
membahas serta menyelesaikan penelitian ini.

3. Kuesioner, adalah suatu teknik pengumpulan data berisi daftar pertanyaan

secara tertulis yang ditujukan kepada responden, dengan kata lain adalah
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suatu daftar vang memuat seiumlah pertanvaan dengan ataﬁ tanpa jawaban. *
Kuesioner yang berbentuk tertutup dalam arti telah disiapkan jawaban yang
ada, dan tinggal responden memilihnya. Sedangkan yang berbentuk terbuka,
maka diberi kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya
sendiri,

4. Wawancara, sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara
langsung dengan nara sumber yang dilakukan secara berstruktur sesuai
pedoman yang telah disiapkan secara tertulis. Baik sebagai pelengkap

kuesioner pada responden, maupun sebagai pedoman wawancara.

3.7. Teknik Analisa Data

Teknik ana.lisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu sebagai prosedur
penelitia_n yang menghasilkan data deskriptif terdiri dari kata-kata tertulis maupun
lisan dari orang-orang atau perilaku vang diamati pada studi lapangan. * Dan data
yang diungkapkan bertalian dengan tatanan hukum / peréturan“ perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam kegiatan
penelitian, diidentifikasi dan dikelompokkan menurut k'aré]deristik tujuan
penelitian, kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Jadi analisa kualitatif,

akan digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

1 Qoelkanin Q Ppnnanfg. Panalitian l-lul:um 11} Preeg, hlﬂrm 1984
2 Moleoneg. LJ Metodologl Penelitian kuahtahf Remala Rosdakarva Bandum, 2000




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Wilayah
4.1.1. Kota Yogyakarta
l.etak geografis Kota Yogyakarta terletak di antara 7° 33% sampai 8° 12°
Lintang Sclatan 110" 50° Bujur Timur.
Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarla dengan batas-batas:
Sebelah Utara  : Kabupaten Dati I Sleman
Sebelah Selatan : Kabupaten Dati [1 Bantul
Sebelah Timur : Kabupaten ati Il Sleman dan Bantul
Sebelah Barat - Kabupaten Dati Ui Sleman dan Bantul
Wilayah Kota Yogyakarta dibagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 45
kelurahan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.104-
263 tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di Propinsi Da'erah Istimewa
Yogyakarta.'
Luas lahan pertanian semakin lama semakin seinpit, karena perubahan
fungsi dan lahan pertanian menjadi suatu pemukiman, maupun bangunan lain
yang scsuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kota Yogyakarta

sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

' Sumber Data Bagian Perkotaan Pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta.
® Masil Wawancara dengan Bapak Camat UmbulHarjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2002,




NAMA-NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN DENGAN LUAS
DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

TAHUN 2000
Tabel 1

No.| Kecamatan Kelurahan Luas/Km® | Jumlah RW | Jumlah RT

1 | Mantrijeron | Gedongkiwo 0,90 18 86

Suryodiningratan| 0,85 17 68

Mantrijeron 0,86 20 76

Jumlah 2,61 55 230

2 Kraton - Patehan 0,40 10 44

Kraton 0,66 18 78

Kadipaten 0,34 15 53

Jumlah 1,40 43 175

3 | Mergangsan |Brontokusuman 0,93 23 83

Keparakan 0,53 12 58

Wirogunan 0,85 24 78

Jumlah 2,31 60 219

4 | Umbulharjo |Giwangan 1,26 13 34

Sorosutan 1,68 14 . 51

| Pandeyan 1,38 11 47

Warungboto - 0.83 9 38

Tahunan 0,78 11 45

Mujamuju 1,53 2 55

Semaki 0,66 10 39

Jumlah 8,17 80 309

S Kotagede |Prenggan 0,99 i3 58

Purbayan 0,83 14 58

Rejowinangun 1,25 13 45

Jumiah 3,07 40 161

6 |Gondokusuman| Baciro 1,06 21 39

Demangan 0,74 i2 44

Klitren 0,68 16 63

Kotabaru 1,71 4 21

Terban 0,80 12 59

Jurmlah 3,99 65 276

71 _Danurejan | Suryatmajan 028 | I 45

' Tegalpanggung 035 16 66

Bausasran 0,47 12 49

Jumlah 1,10 43 160

8 | Pakualaman |Purwokinanti 0,30 9 37

Gunungketur 0,33 10 47

Jumlah 0,63 19 84

9 | Gondomanan |Prawirodirjan 0,67 13 61




88

] | Ngupasan 0,45 18 49
Jumlah 1,12 31 | 11

10| Ngampilan |Notoprajan 0,37 8 50
Ngampilan 045 13 70

Jumlah 0,82 21 120

11} Wirobrajan | Patangpuluhan 1,44 10 51
Wirobrajan 0,67 12 58

Pakuncen 0,65 12 56

Jumlah } 1,76 34 - 165

12 | Gedongtengen | Pringgokusuman | 046 23 92
Sosromenduran 050 | 19 !

Jumiah 0,96 44 163

13 Jetis Bumijo 0,58 12 56
Gowongan 0,46 13 51

Cokrodiningratan| 0,66 11 61

Jumlah 1,70 36 168

14] Tegalrejo | Tegalrejo 0,82 12 46
Bener 0,82 7 : 24

Kricak 0,57 13 59

Karangwaru 2,91 14 183

JUMLAH 45 32,50 617 2.532

Sumber Data: Kantor Statistik Kodya Yegyakarta

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, jumiah ﬁenduduk Kota
Yogyakarta sebanyak 397,398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95
persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05) perempuan. Jumlah- penduduk
bedasarkan Ihasil sensus penduduk tahun tahun 1990 sebanyak‘412,059 orang.
Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode 1990 — 2000 sebesar —
0,37 persen.

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk tahun 2001 tercatat 503
orang dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adaiah 51,63 persen
laki-laki dan 48,37 persen perempuan. Secara keseluruhan 'jumlah penduduk

perempuan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak
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dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih besar dari 100. Dengaﬁ luas wilayah
32.50 Km, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 15.506 jiwa pér Km.

KEPADATAN DAN SEX RATIO PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA
MENURUT KECAMATAN

2001
Tabel 2
NO. KECAMATAN | KEPADATAN | SEX RATIO
(JIWA/KM) '
) @) NG
1 Mantrijeron 15.035 _..1101.28
2 Kraton 22909 110306
3 Mergangsan 18.091 111.63
4 Umbulharjo 8.244 107.13
5 Kotagede 9.253 101.115
6 Gondokusuman | 18.248 113.85
7 Danurejan 27.856 113.19
8 Pakualaman 23.476 95.22
9 Gondomanan 18.332 112.06
10 Ngampilan 28.112 100.19
11 Wirobrajan 17.124 101.50 .
i2 Gedongtengen 27.550 100.82
13 Jetis ' 22.329 11377
14 Tegalrejo 13.446 103.91
Jumlah/total 15.506 106.75
2000 15.314 106.67
1999 15.090 106.74

Sumber Data: Registrasi Penduduk BPS Kota Yogyakarta.

4.1.2. Kecamatan Umbulharjo dan Kelurahan Giwangan
Sementara itu objek penelitian berada di Kecamatan Umbulharjo
Kelurahan Giwangan.  Kecamatan Umbulharjo memiliki batas-batas sebagai

berikut;
Sebelah Utara : Kecamatan Cionclokuspiman
Sebelah Selatan : Kecamatan Banguntapan

Sebelah Timur : Kecamatan Banguntapan dan Kotagede
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Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan
Kecamatan Umbulharjo yang memilik luas wilayah 18.881,45 Ha yang
terbagi: atas 7 (twuh) wilayah Kelurahan diantaranya Kelurahan Giwangan,
Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan
Tahunan, Kelurahan Mujamuju, dan Kelurahan Semaki.‘ ‘Tinggi pusat
pemerintahan wilayah Kecamatan Umbulharjo dari permukaan laut 113,00 m,
suhu maksimum/minimum 34°C/21°C, yang memiliki bentuk wilayah datar
sampai berombak 100%.°
Sementara itu Kelurahan Giwangan, dengan fuas 125.5324 Ha dan batas
wilayah sebagai berikut:
Sébelah Utara . Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogydkarta
Sebelah Selatan : Desa Tanaman, Kec. Banguntapan, Bantul
Sebelah Timur : Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta
Sebelah Barat : Desa Jagalan, Kec. Banguntapan, Bantul
Adapun hal lain menyangkut kondisi Grafis, Orbitan, Kelurahan
Giwangan dapat digambarkan sebagai berikut:*

a) Grafis Kelurahan Giwangan

* Ketinggian tanah dari permukaan laut 114 M
¢ Banyaknya curah hujan . 758 mm/th
¢ Tofografi (Dataran Rendah, Tinggi, Pantai) : Dataran rendah
¢ Suhu Udara rata-rata 123 C
b) Orbitan (Jarak Pusat Pemerintahan desa/kelurahan): _
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  :3  Km
Jarak dari Tbukota kabupaten/Kotamadya 4 Km
Jarak dari [bukota Propinsi .6 Km
Jarak dari Tbukota Negara 1565 Km

? Sumber Data Kantor Kecamatan UmbuiHarjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa
Yogyakarta. ‘
* Sumber Data Kantor Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta.




¢) Pertanahan

Sertifikat hak Milik

Sertifikat hak Guna Usaha
Sertifikat Hak Guna Bangunan

Sertifikat Hak Pakai
Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok
Tanah Titisara
Tanah Pangonan
Tanah Desa Lainnya
Tanah bersertifikat

Tanah melalui PRONA
Tanah yang belum bersertifikat

: 2,187 buah

: 173 Buah
1 25 buah

34,6038 Ha
: 2,424 buah
: 73 buah

o1

: 87,357 Ha

©3.9216 Ha
-0,25 Ha

£ 99.87772 Ha

Peruntukkan dan iaenggunaan tanah pada Kelurahan Giwatggan adalah

sebagai berikut:

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KELURAHAN

GIWANGAN
Tabel 3

No. Penggunaan Luas/Ha Peruntukan Luas/Ha
T Jindustn 1.0000 | Ha [Industr 18,1450 | Ha
2 Penokoan/PerdagangéHw_ - 1.5000 | Ha [Sawah dan ladang 21,3734 | Ha
3 jPerkantoran 0.6300 | Ha [Bangunan Umum 7,0900 | Ha
4 |Pasar Desa 07000 | Ha Empﬁiiﬁ 1,2000 | Ha
5 {Tanah Wakaf 003200 | Ha [Permuliman/Perumahan | 74,8016 | Ha
6 (Tunah Sawah Jalur Hijau - Ha

[rigasi Teknis - Ha [Pekuburan 1,5700 | Ha

[rigasi Setengah Tekhnis | 54,0600 | Ha {Lain-lain T IH,"34'b(')' Ha

Irigasi Sederhana - Ha

Irigasi Tadah Hujan - Ha

Sawah Pasang Surut - Ha
7 ({lanah kering

e Pekarangan 58.0039 | Ha

e Perladangan - Ha

* Tegalan - Ha

e T St
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yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) Keppres No. 55 tahun 1993, dengan
catatan bahwa tentulah penentuannya didasarkan pada pemenuhan ketiga unsur di
atas tersebut.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, dalam pembuatan Terminal di daerah Kota Yogyakarta yéng
pelaksanaan pengadaan tanahnya tertetak di Dusun Mrican Kelurahan Giwangan
Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai lokasi penetapan. Hal tersebut
didasarkan pada ketentuan Surat Menteri Negara A graria/KepalaBPN Il\Iomor 500-
1988 tanggal 29 Juni 1994.

Berdasarkan ketentuan Pusal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keppres Nomor 55 tahun 1993, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
dalam hal ini pihak yang berkepentingan/instansi yang membutuhkan pengadaan
tanah mengajukan permohonan. Permohonan pengadaan tanah untitk terminal bus
di Yogyakarta, yang letak lokasinya berada di dusun Mrican, diajukan oleh
instansi Perkotaan Kota Yogyakarta.

Sebagai dasar pertimbangan dari pembangunan terminal. yang pemilihan
lokasinya di Dusun Mrican Kelurahan Giwangan, didasarkan pada suatu
pemikiran untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Kota Yogyakarta,
khususnya bagian selatan yang mana selama ini pembangunan lebih banyak
terpusat di Yogyakarta bagian utara. Untuk itulah Pemerinﬁh Daerah Kota
Yogyakarta berkeinginan agar pembangunan di Kota Yogyakarta juga dapat

tersebar ke bagian selatan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan laju
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pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya dan masyarakat Yogyakarta bagian
sclatan khususnya serta masyarakat Yogyakarta pada umumnya.’

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria tersebut di atas, Instansi Perkotaan mengajukan permbﬁbnan untuk
penctapan lokasi kepada Bupati/Walikota Yogyakarta melalui -Kelﬁala Kantor
Pertanahan Kotamadya Yogayakarta, dengan dilengkapi kete_rangan mengenal
lokasi tanah yang diperlukan, luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan,
penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan, uraian ren“ca_na proyek vang
akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaén, dan lamanya
pelaksanaan pembangunan.

Adapun rencana kebutuhan tanah dan pembiayaan Sgémg diperkirakan
dikeluarkan untuk pembebasan tanah tersebut berasal dari anggaran pemerintah

Yogyakarta, antara lain;

RENCANA KEBUTUHAN TANAH FASILITAS KOTA
TERMINAL TYPE “A” GIWANGAN
TAHUN : 2001

Tabel 4 .
No Nama pemilik tanah Luas tanah | Ganti rugi/M Perkiraan Keterangan
(M) {rp) jumlah ganti
rugi
Al Mulyo Sudarno + 1.317 700. 000 921 900.000 | Utara ring road
Redjosutrisno + 829 700. 000 580.300.000 | Utara ring road
Ny. Pawiroredjo + 740 700. 000 S18.000.000 | Utara ring road
Guntoro + 166 700. 000 16200000 | Utara ring road
Mudjikaryo/karyomudji | + 500 700. 000 350.000.600 | Utara ring road
2 Margono + 350 700. 000 245,000,000 | JI. Imogiri sisi timuyr
3 Sumaryanto + 500 600, (00 300.000.000 | JL Imogiri sisi timur
4 Pclebaran jalan imogiri '
sisi timur +{6 x 250) 700, 000 1.050.000,000 | L. Imogiri sisi limur
5 Pelebaran jalan imogiri
sisi barat +(6 x 250) 700, 000 1.050.000.000 | JI. Imogiri sisi timur
6 Margono BSc 200 600. 000 120.000.000
7 Tikungan jalan imogiri Ulara ring  road
sisi barat + 55 700.000 | 367.500.000 | (pojokan)

* Hasil Wawancara dengan H. Istianto, Kepala Sub Bapian Perkotaan Pada Bagian Tata
Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tangpal 1 Juli 2002,




Lima milyar cnam

+ 8.027 5.618.900.000 | ratus delapan beolas
juta sembilan rats
ribu rupialy

Bil Perluasan RSUD Kola
YK. + 3541 400.000 216.400.000
Ci! Optimalisasi  Simpang :
Jalan Lowano | 1.190 1.000.000 1.190.000.000
{perempatan  scbelah
Limur Jjembatan
_|_tungkak)
) JUMLAH 7.023.300.000
I Adminisirasi Proyek 4.650.000
TOTAL
KEBUTUHAN | 7.029.950.000
DANA

Sumber Data: Bagian Perkotaan Kantor Walikota Yogyakarta

Sesual dengan tata cara pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Menter
Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 tahun 1994 sebagaimana'yang ditegaskan
dalam Pasal 6 terschbut di atas, pembangunan teminal bus di Dusun Mrican
Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dilengkapi dengan keterangan mengenai lokasi
yang diperiukan yaitu gambar kasar yang diperlukan, penggunaan tanah pada saat
permohonan diajukan yaitu untuk pembangunan terminal dan uraian rencana

proyek yang akan dibangun, disertai dengan keterangan mengenai aspek

. pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan.

Setelah Bupati/Walikotamadya menerima permohonan sebagaimana

dimaksud di atas, kemudian Bupati/Walikotamadya memerintahkan Kepala
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Kantor Pertanahan untuk mengadakan koordinasi dengan ketua 'Bappeda Tingkat
I, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ketataprajaan dan instansi terkait
untuk bersama-sama melakukan penelitian mengenai kesesuaién peruntukka-n‘
tanah dan mohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau
perencanaan ruang wilayah, maka Gubernur/Bupati memberikan persetujuan
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dipéréiapkan oleh
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi/Kepala Kal_l‘;or Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat.

Setelah menerima permohonan di maksud di, atas, kemudian
Bupati/Walikotamadya untuk mengadakan koordinasi dengan Képéla Bappeda
Tingkat 11, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ketatéprajaaﬁ dan Instansi
terkait untuk bersama-sama melakukan penelitian mengé;lai - kesesuaian
peruntukkan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.  Apabila rencana
penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan dan berdasar Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota, kemudian
Bupati/Walikotamadya atau Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pemohon dalam hal ini instansi Perkotaan Kota Yogyakarta, di mana

pengadaan tanah tersebut akan dipergunakan uniuk pembangunan fasilitas
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kota/terminal Type “A”, telah ditetapkan dan disetujui oleh Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 7 Maret 1996 Nomor 590/532.

Kalau dilihat dari tahun persetujuan oleh Walikotalnédjfa Yogyakarta,
dimana tahun persetujuan terhadap permohonan tanah oleh pthak instansi
perkotaan baru dikelaurkan tahun 1996, padahal kegiatan pelaksanaan pengadaan
tanah dengan pembebasan sudah dilakukan mulai tahun 19§1/1992, artinya
pembebasan tanah tersebut belum menggunakan standar aturan seperti yang
dipergunakan oleh Keppres 55 tahun 1993,

Pengadaan tanah yang rencananya dimohonkan untuk dibebaskan seluas
63. 952 M? (enam puluh tiga tibu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi)
namun setelah diadakan pengukuran secara kadasteral luas tanah dimaksud
menjadi 58.850 M? (lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh meter
persegl). Perubahan luas tersebut karena sebagaian dari tanah vang dibebaskan
dipergunakan untuk pelebaran jalan dan fasilitas umum sesua'i surat pernyataan
menerima hasil pengukuran yang dibuat oleh Sekreteris Daerah Kota Yogyakarta
tanggal 23 Mei 2000 Nomor 593/1988. \/ |

Permohonan penggunaan tanah oleh pihak pemetintah Kotamadya
Yogyakarta guna pembuatan terminal bus, telah diusulkan untiik'"clika‘bulkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sesuai Suratnya tanggal 30 Mei 2000 Nomor 560/1121/BPN/2000.
Namaun keputusan Menteri Perhubungan terhadap penentuaﬁ ]okasi terminal

tersebut sudah dikeluarkan tahun 1996 dengan SK 4/A.J.101/DPJD-96 tentang
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‘pelaksnaan penentuan lokasi terminal Type “A” di Kotamadya Daerah Tingkat 1

Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan atas berbagai pertimbangan, maka Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35/HPL/BPN/2000 tentang’ Pemberian Hak
Pengelolaan Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, memutuskan untuk menerima pelepasan tanah Hak Milik (HM), Hak
Guna Bangunan (HGB), Milik Adat (Verponding), tanahnya menjadi‘ltanah yang
dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan hasil data yang ada, jumlah Hak Guna Bangunan yang
dimiliki oleh pihak masyarakat hanya berjumlah 1 (satu) orang dan telah
dibebaskan pada tahun 1992, Sedangkan untuk jumlah Hak Milik yang dikuasai
sejumiah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Hak Milik, dengan perincian waktu
pembebasan tahun 1992 sebanynk 30 (tiga puluby Hak Milik, tahun 1993
sebanyak 9 (sembilan) Hak Milik, tahun 1995 sebanyak 99 (semﬁilan puluh
sembilan) Hak Milik, tahun 1996 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Hak
Milik, dan tahun 1997 sebanyak 55 (lima puluh lima) Hak Milik. Sedangkan
untuk Milik Adat (verponding) telah dibebaskan sebanyak 44 (empat puluh
empat) dengan perincian tahun tahun 1992 sebanyak 22, tahun 1995 sebanyak |
(satu), tahun 1996 sebanyak 20 (dua puiuh), dan tahun 1997 sebanyak 1 (satu).
Sehingga total keselurahan tanah dengan hak penguasaan yang ada telah
dibebaskan sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) Hak Penguasaan, dengan

luas 63.952 M? (enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua meter
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pgrsegi). Jadi jumiah yang‘terkéna pembebasan tanah sebanyak 58 Kepala
keluarga.’

Pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan
Giwangan Dusun Mrican, dengan peruntukan tanah untuk pembéﬁgunan terminal
bus Giwangan, tanah seluas 58.850 m? telah diterbitkan hak peﬁgelolaan kepada
pemerintah Kota Yogyakarta dengan sertifikat hak pengelolaan No. 1/2000 Surat
Ukur tanggal 17 — 5 — 2000 sedangkan untuk luas 5.102 m? digunakan untuk
fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya. Pembebasan tanah untuk tahun
anggaran 2001 seluas 879 m2.

Dari kebutuban tanah untuk pembangunan terminal bus Kota Yogyakarta
semula seluas 8 Ha, sampai tahun anggaran 2001 tanah yang'te]ah'dibebaskan
secara keseluruhan seluas 63.952 m?* + 879 m? = 64.831 m2 'Adapun perincian
keseluruhan pelaksanaan pengadaan fanah/pembebasan di Kecama‘.tan Umbutharjo
terhitung sampai 1 Januari 2001 tanah untuk pembangunan terminal giwangan
adalah: tahun 1991/1992 dengan luas tanah 7.712 M2 (11 bi‘déng), 1993/1994
2.977 M? (2 bidang), tahun 1994/1995 luas tanau 7.414 M2 (7 bi.dang), 1995/1996
luas 14.879 M2 (14 bidang), 1996/1997 luas tanah 14.545 M?Z (9 bidang), tahun
1997/1998 11.251 (13 bidang), tahun 1998/1999 luas tanah yang dibebaskan
seluas 5.156 (8 bidang), dan Per 1 Januari luas tanah yang dibebaskan seluas 879
M? (2 bidang). o

Menurut rencana, pembangunan terminal Gi\vangan"glikan' dilengkapi

dengan beberapa sarana dan prasarana seperti tempat penitipan barang, Bank

“ Hasil Wawancara dengan Bapak [stianto Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Bagian
Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2002,
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Money Changer, Wartel/telpon, Pos dan Giro, Pos PSK dan PMI, Kantor
Perwakilan Perusahaan Bus, Keamanan, Kantor Travel, Informasifpeﬁgumuman,
Telepon umum, Peron, Pos TPR, Pemadam Kebakaran, Mushola, Tempat Servis
Bus, Gudang dan lain-lainnya.’

Pengadaan tanah yang direncanakan untuk pembangunan terminal induk
type “A” dan diperkirakan akan dilaksanakan tahun 2003, yang mana pada saat ini
baru sampai tahap penandatanganan MOU dengan pihak PT Perwita Karya
sebagai calon investor. Keberadanan PT. Perwita Karya sebagai calon Investor
pengganti dari investor sebelumnya yaitu PT. Gugus Rimba, akan diﬁerikan hak
pengelolaan sebagian oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta selama kurang
lebih 30 tahun. Artinya Pengelolaan dari terminal Giwangan akan bersama-sama
dikelola oleh PT. Perwita Karya dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang
menyangkut pembagian hasil, perekrutan pekerja akan ditentukan dalam klausula
yang sampai saat ini masih dalam proses. Setelah jangka waktu 30 tahun itu,
maka hak pengelolaan tersebut akan kembali kepada Pemerintah Kota
Yogyakéirta.8

Karena sampai saat ini belum juga selesai pembangunan terminal
Giwangan tersebut maka berdasarkan Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta
meminta Perpanjangan ijin penetapan lokasi pembangunan fasilitas kota kepada
Walikota Yogyakrta pada tanggal 18 Juni 2001 dengan Surat Nomor 590/384.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2001 Walikota Yogyakarta memberikan

7 Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta,
¥ Hasil Wawancara dengan H. Istianto, selaku Kepala Sub Bagian Perkotaan Pada Bagian
Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2002. :
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perpanjangan ijin penetapan lokasi pembangunan fasilitas kota dengan Surat

Nomor 645/1708.

4.2.2, Susunan Panitia

Pasal 1 butir (4) Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 ‘menyatakan
bahwa panitia pengadaan tanah adalah panitia yang di bentuk. untuk pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.  Dengan
demikian panitia pengadaan tanah hanya bisa terlibat untuk me.inbantu pengadaan
tanah jika untuk kepentingan umum dilakukan melalui cara ‘belc.pasan atau
penyerahan hak atas tanah. Berarti panitia pengadaan ta;ah hanya boleh
membantu pengadaan tanah yang dilakukan lewat pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah seperti dimaksud oleh Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993,

Setiap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus
dibentuk sebuah kepanitian, seperti yang tertuang dala_l_n ketentuan pasal 8
Peratura‘n Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor | tahuﬁ 1994, di mana
untuk pengadaan tanah yang luésnya lebih dari 1 (satu) 'Hektar, setelah
diterimanya persetujuan penetapan lokasi pembangunan, inctansi pemerintah vang
memeriukan tanab segera mengajukan permohonan pengadaan ténah kepada
panitia dengan melampirkan persetujuan penetapan tersebut. Kecuali seperti yang
diatur dalam Pasal 23 Keppres Nomor 55 tahun 1993, di mana pelaksanan
pembangunan untuk kepentingan yang umum memerlukan tanah yang luasnya
tidak lebih dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang

memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual bel
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atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati. Namun karena pengadaan
tanah guna pembuatan terminal di Kota Yogyakarta, yang pengadaan tanahnya
memerlukan kurang lebih 8 Ha tanah, maka sudah sepantasnyalah harus
dijalankan oleh sebuah panitia.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan
panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Gubernur. ° Dj samping itu panitia
pengadaan tanah dibentuk disetiap Kabupaten atau Kotamadya daerah Tingkat
1y 10

Pamitia pengadaan tanah untuk kepentingan terminal bus di Kelurahan
Giwanpan di bentuk berdasarkan pembentukan panitia pelepasari hak atas tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan nmnm rh wilayah Proninsi
Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 tentang pembentukan Panitia
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di
Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Adapun Susunan Panitia
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ‘ke‘,tua merangkap
anggota |
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY sebagai

wakil ketua merangkap anggota

? Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 Tentang
Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umumn. )

' Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 Tentang
Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai anggota

. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Dinas Pe_:rtanian dan

Tanaman Pangan Propinsi DIY sesuai dengan status tanahnya sebagai

anggota

. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY sebagai anggota

. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY sebagai sekretaris |

bukan anggota

- Kepala Biro Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi DIY sebagai sekretaris 11 bukan anggota - -

Sedangkan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY tersebut di atas,

tentang Susunan Panitia Pengadaan Tanah hagi Pelaksanaan Pembangunan imtuk

kepentingan Umum Tingkat Kabupaten/Kotamadya se - Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, adalah sebagai berikut;

1.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah TK I sebagai ketua merangkap

anggota

. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya scbagai wakil ketua

merangkap anggota

. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Dinas Pertanian TK 11

sesuai dengan keadaan dan slatys tanahnya sebagai anggota

. Camat yang Wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan

pelaksanaan pembangunan akan betlangsung sebagai anggota




104

6. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana
dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai aﬁggota
7. Asiten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerntahan atau Kepaia Bagian
Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebagai sekretaris |
bukan anggota
8. Kepala  Seksi  Hak-hak  Atas  Tanah Kaﬁtor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai sekretaris 11 bukan anggota.
Sedangkan Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah
Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan C‘r’tibemur Kepala
Daerah  Istimewa  Yogyakarta tanggal 17 Februari 1997 Nomor
6/PAN/KPTS/1997 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 tentang pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Di Wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. S.us't‘man panita ini
menyangkut tanah milik desa/kelurahan di Propinsi D1Y adalah sebagai berikut:
1. Panitia Pengawas (Propinsi)
a Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelindung
b Sckretaris Wilayah/Daerah Propinsi D1Y sebagai penasehgt
¢ Asisten Ketataprajaan Setwilda Propinsi DIY sebagai ketua merangkap
anggota
d Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY sebagai wakil

ketua merangkap anggota
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Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi DIY sebﬁgai sekretaris I merangkap
anggota

Kepala Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Biro Pemerintahan
Desa Setwilda Propinsi DIY sebagai sekretaris 11 me.rangkaﬁ anggota
[nspektur Wilayah Propinsi DIY sebagai anggota “

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY sebagai anggota

Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY sebagai anggota”!

Panitia Pelaksana (Kotamadya)

a

b

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il sebagai pembina.
Sekretaris Wilayah Daerah Tingakt 11 sebapai ketua merangkap anggota.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya scbagai wakil ketua 1
merangkap anggota.

Asisten ketataprajaan Sckrotaris Wilayah Daerah Tingkat 11 sebagai
wakil ketua II merangkap anggota.

Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai sekretaris | |

Kepala Bagian Pemerintahan Desa  Setwilda  Tingkat I
Kabupaten/Kotamadya sebagai sekretaris I

Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Dinas Pekerjaaﬁ Umum sesuai

dengan keadaan dan status tanahnya sebagai anggota

" Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 Tentang

Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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h Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang wilayahnya menjadi obyek
sebagai anggota
i Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya menjadi obyek sebagai anggota

Berdasarkan komposisi panitia pengadaan tanah di atas, maka panitia ini
merupakan panitia daerah yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah
Daerah setempat, sedangkan Badan Pertanahan Nasional hanya berkewajiban
membantu péihksanaan tugas yang dimaksud, baik dalam kepemimpinan maupun
kesekretariatan, Oleh karena itu, maka yang menjadi kétua _panitia adalah
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I.

Keberadaan panitia pengadaan tanah ini bukan merupak.an pahitia adhoc,
melainkan panitia yang tetap hanya pada keanggotaan Cama;t qaﬁ Lurah atau
Kepala Desa saja yang disesuaikan dengan wilayah dimana tanah't‘erse‘but berada.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 57/PAN/KPTS/1994 tentang pembentukan Panitia Pengé_x'déan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas-tugas dari panitia pengadaan tanah, baik
tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun yang menyangkut tanah milik desa bertugas
sebagai berikut:

1. Panitia pengadaan tanah Tingkat Propinsi bertugas:
a Mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas panitia _apabiia lokasi
pembangunan terletak di 2 (dua) wilayah kabupaten/kotafﬁadya atau

lebih.
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b Membantu Gubernur dalam mengambil keputusan mengenai'bentuk dan
besarnya ganti kerugian dalam hal ada keberatan terhadap keputusan
panitia.

2. Panitia pengadan tanah kabupalen/kotamadya bertugas:

a Mengadakan penelitian dan inventarisasi alas tanah, bangunan, tanaman,
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya
akan dilepaskan atau disernhkan.

b Mengadakan penelitian mengenai status tanauh hukum tanah yang hak
atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang
mendukungnya.

¢ Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak
atasnya dilepaskan atau diserahkan. |

d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut,

¢ Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan
instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.

f Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain
vang ada di atas tanah.

g Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

3. Panitia pengadaan tanah yang menyangkut tanah milik desa bertugas
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Mengadakan penelitian, inventarisasi pengukuran/pemetaan atas tanah

dan bangunan serta benda-benda lain yagna ada di atas tanah milik desa. W

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah milik desa dan
riwayat asal usul tanah milik desa tersebut.

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah milik desa
yang hak atas tanahnya dilepaskan atai diserahkan

Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemeﬁntah desa
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut i

Mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa ‘maupun instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka me‘neta'pkan besarnya
ganti kerugian. |

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi tanah kepada
pemeritah desa setempat/pemilik bangunan, tanaman dan benda-benda
tain yang ada diatasnya.

Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Panitia tesebut diatas baru dapat melaksanakan tugas-tugasnya setelah
pemohon dapat menunjukkan ijin pengalihan tanah milik desa dari
pejabat yang berwenang.

Berdasarkan tugas rincian panitia pengadaan tanah di atas dapat

disimpulkan bahwa panitia pengadaan tanah hanya sebagai mediator yang
membantu pelaksanaan pengadaan tanah, bukan sebagai pihak yang mengadakan
tindakan perolehan tanah, sehingga dalam menjalankan tugasnya panitia

pengadaan tanah berada ditengah-lengah kedua pihak yang berkepentingan yaitu
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kepentingan pihak pemegang hak atas tanah dan vang membutuhkan tanah.
Seharusnya untuk lebih menjamin objektivitas pelaksnnaan tugas panitia di atas,
memasukkan pemilik hak atas tanah ke dalam struktur kepanitiaan. Namun dalam
panitia pelepasan hak atas tanah ini didominasi oleh lembaga-lembaga
pemerintahan, sebaiknya ada perwakilan dari warga masyarakatl sebagai pemilik
hak atas tanah untuk duduk pada kepanitiaan tersebut agar lebih terjamin
keobjektivitasannya.

Mengenai biaya panitia sebesar 1% (satu persen) dari Jjumlah tafsiran
ganti kerugian, biaya administrasi 1% (satu persen) dari jumlah tafsiran ganti
kerugian, biaya operasional sebesar 2% dari jumlah laksana ganti kerugian,
penggunaan biaya panitia ini dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nﬁsional dan Surat
[Edaran Menteri Negara tanggal 29 Juni No.500-1988 pada angka (4) disebutkan
bahwa biaya pengadaan tanah terdiri atas honorarium panitia sebesar 1%, biaya
administrasi 1%, dan biaya operasional 2% dihitung dari jumlah tafsiran.

Sehubungan dengan biaya panitia yang berjumiah 4 % (empat persen)
tersebut, di mana biaya yang telah dikeluarkan mulai dari pengadgan tanah tahun
perolehan 1995/1996 sampai 1998/1999 berjumlah Rp. 220.983.680 (dua ratus
dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratﬁs delapan puluh

rupiah). Dan dari perolehan tahun 1999/2000 sampai per 1 Januari 2001 biaya
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panitia berjumiah 24.084.600 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu enam
ratus rupiah),"?

Dalam pelaksanaannya terdapat panitia pengawas yang bertugas
memberikan petunjuk dan pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan pembebasan
tanah, memonitor persiapan-persiapan pembebasan tanah. di daerah, dan
mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah di daerah. Susunan anggota panitia
pengawas ini terdir dari:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta selaku_ ketua panitia
pengawas. |

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta selaku wakil ketua merangkap anggota panitia
pengawas.

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku anggota panitia
pengawas.

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Dinas Pertanian Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan status tanahﬁya selaku anggota
panitia pengawas.

5. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku anggota
panitia pengawas.

6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Wilayah Daerah- Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta selaku Sekretaris I panitia pengawas.

"2 Hasil Wawancara dengan Bapak Suratmoko selaku Staf Sub Bégian Perkotaan pada
Bagian Tata Pemerintahan dan juga merangkap sebagai Bendahara proyek pembangunan terminal,
pada tanggal 2 Juli 2002,




7. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku

Sekretaris II panitia pengawas.

Sedangkan untuk tanah milik desa dikeluarkan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.6/PAN/KPTS/1997 agar

panitia pelaksanaan pengadaan tanah melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1.

o

Mengadakan penelitian, inventarisasi, pengukuran/pemetaan atas tanah dan
bangunan serta benda-benda lain yang ada di atas milik desa.
Mengadakan penelitian mengenai status hak atas tanah milik desa dan

riwayat atas asal-usul tanah desa tersebut.

. Menaksir dan mengusulkan besar ganti kerugian atas tanah milik desa yang

atasnya dilepas.

Memberikan penjelasan/penyuluhan kepada pemerintah desa mengenai

rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

. Mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa 'maupun instansi

pemerintahan yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan besarnya

ganti kerugian,

. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian tanzh kepada

pemerintah desa setempat/pemilik bangunan, tanaman, dan benda-benda
lain yang ada diatasnya.

Membuat berita pelepasan/penyerahan hak atas tanah.
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8. Panitia pengadaan tanah baru dapat meléksanakan tugasnya setelah
permohonan dan dapat mengajukan ijin pengalihan tanah milik desa dari
pejabat yang berwenang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya térutamé “melakukan
perundingan dengan pihak warga yang terkena pembebasal; tanah, dalam
prakteknya tidak hanya dilakukan secara formal belaka, tctapi juga dengan cara
informal dengan mendatangi masing-masing warga ke rumah mereka masing-
masing, terutama pada waktu malam hari, Sedangkan jadwal rutin kegiatan yang
dilakukan oleh pihak panitia dalam rangka memberikan pengertian dan
perundingan dengan pihak warga berkaitan dengan tanah mereka yang terkena
pengadaan tanah, dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali dalam seminggu. "

Panitia mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk
mengadakan persiapan da]mn rangka mengadakan penyuluhan kepada masyarakat
Kelurahan Giwangan, RW IX dan RW X mengenai maksud dan tujuan
pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang
bersangkutan.  Penyuluhan dilakukan dibalai Ke\uréhan Gi'wa'ngan yang
dilakukan lebih dari satu kali,

Kalau dilihat dari tahun pembentukan penitia pengadaan tanah yang

mulai ditetapkan pada tahun 1994 sedangkan kegiatan pengadaan dengan

" Hasil Wawancara dengan Bapak Suratmoko selaku Staf Sub Bagian Perkotaan pada
Bagian Tata Pemerintahan dan juga merangkap sebagai bendahara proyek pembangunan terminal,
pada tanggal 2 Juli 2002. Hasil wawancara ini coba ditanyakan kembali kepada beberapa warga
yang terkena pembebasan tanah (Ex: bapak Samsudi), mengatakan panitia tersebut kadang datang
sendiri dan kadang datang berombongan. Kalau rombongan biasanya dilakukan di Balai Desa tapi
kalau sendiri biasanya datang langsung ke rumah warga terutama malam hari, Hasil Wawancara
pada tanggal 12 Juli 2002




pembebasan tanzh tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1991/1992 dan
persetujuan atas permohonan dari Instansi Perkotaan Yogyakarta oleh Walikota
Yogyakarta pada tahun 1996 maka sudah jelas pembebasan taﬁah pada tahun
1991/1992 tersebut tidak dijalankan oleh sebuah kepantian. Padahal berdasarkan
Keppres 55 tahun 1993 mengisyaratkan setiap pembebasan tanah harus dijalankan

berdasarkan sebuah kepanitian.

4.3 Penentuan Dan Pembayaran Ganti Kerugian

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk kepentiﬂgan ﬁmum tidak
dapat dilakukan bila tidak sesuai dan didasarkan pada Rencana Umu’rﬁ Tata Ruang
(RUTR) yang telah ditetapkan lebih dahuly.

Penentuan pembayaran ganti kerugian dalam pelaksaﬁaan pelepasan hak
atas tanah yaitu bisa berupa uang, tanah pengganti, pemﬁkiman kembali,
gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian, dan bentuk lain yang disetujui
olch pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pelaksanaan pelepasan hak atas
tanah pada Kelurahan Giwangan ganti kerugiannya berbentuk uang. Dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan bentuk dana yang ada peida.{r.lstansi yang
memerlukan tanah sebagai pihak yang berkepentingan, arfinya tidak secara
langsung tetapi.secara bertahap. Dalam penentuan ganti rugi ini adé beberapa
kriteria penggantian yaitu terhadap hak atas tanah, bangunan, tanaman,'-dan benda-
benda yang lain yang berkaitan dengan tanah.

Penghitungan pemberian ganti kerugian ditetapkan atas dasar, Perrama,

harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau nilai sebenarnya, dengan




memperhatikan nilai jual obiek Pajak Bumi dan Bangunan vang terakhir untuk
tanah yang bersangkutan herkisar Rp 48.000,00 sampai dengan Rp 82.000,00
(Kepala BPN Kodya Yogyakarta). Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah
adalah lokasi tanah, jenis hak atas tanah, status penguasaan hak atas tanah,
peruntukkan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang
wilayah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas, lingkungan, dan lain-lain
yang mempengaruhi harga tanah,

Kedua, nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan dalam hal ini Dinas
Fekerjaan Umum, pemberian ganti kerugian terhadap bangunan ini disesuaikan
dengan kondisi bangunan tersebut apakah bangunan itu pérmanen, semi
nermanen, afau hangunan sederhana,

Dalam rencana pembangunan terminal Umbylharjo, tanah yang
diperlukan + & Hektar, peralehan tanah untuk pembangunan terminal dari tahun
1991 sampat dengan 2001 beserta ganti kerugian vang telah dikeluarkan adalah

sebagai berikut:

PEROLEHAN TANAH DARI TAHUN 1991 - 2001

TABEL S
No. TAHUN Luas HARGA SATUAN JUMLAH TANAMAN/
‘ (Rp) (Rp) BANGUNAN
i 199171992 7712 M? 33.000 s/d 50.00 316.374.000 | 5.350.000
2 1993/1994 2.977 M? 45.000 133.965.000
3 1994/1995 7414 M 60.000 444.840.000 | 32.778.385
199571996 14.879 80.000 s/d 125.000 1.445.112.500 | 53.500.000
q 1996/1997 14.545 M2 90,000 /d 135.000 1.798.285.000 | 3.104.000
5 1997/1998 10.733 M2 95.000 s/d 158,000 1 348.200.000 | 112,820,000
1998/1999 5.156 132.500 682.170.000
Per | januari 5%.850 333.000 19.597.050.000
2001 400.000 23.540.000.000 -
JUMLAH 122282 209.592.385

Sumber Data: Bagian Perkotaan Ka

nior Walikoia Yogyanaria




Untuk pemberian ganti kerugian bangunan berdasarkan .pada ienis
bangunan dan pemberian ganti kerugian dengan mengalami.‘ bényusutan atas
taksiran bangunan yang berkelipatan sepuluh tahun sebanyak - 2%. Klasifikasi
bangunan adalah sebagai berikut:

1) PLA (permanen): kurang dari satu (1) batu/lebih dengan konstruksi beton
bertulang/sejenis.

2) P1B: kurang dari satu (1) batu dengan konstruksi kotor bertulang dan yang
berkonstruksi sejenis dengan bahan yang berkualitas baik.

3) Bangunan permanen 2: kurang dari satu (1) batu dengan kpnstruksi beton
bertulang/sejenis.

4) SP1 (bangunan semi permanen |); béngunan kotongan berdinding
papan/yang sejenis.

5) SP2 (bangunan semi permanen I1): bangunan kotongan-berdind.ing gedek,

6) Bangunan sementara: baﬁgunan yang berdinding gedek/yar;g sejenis, langai
tanah/tanpa fondasi. |

7) Bangunan sementara 2: bangunan yang berdinding papen gedek/yang
sejenis, berlantai tanah dengan beratap kajang/vang scjenis,

Bangunan yang terdapat pada lokasi pelepasan hak atas tanah
peruntukkan terminal Umbutharjo terdiri dari:

1) PIA (permanen): kurang dari satu (1) batu/lebih dengan konstruksi beton
bertulang/sejenis adalah Rp 300.000,00/m
2) SPl (bangunan semi permanen ) bangunan kotongan berdinding

papan/yang sejenis adalah Rp 175.000,00/m




3) Bangunan sementara: bangunan yang berdinding papan gedek/yang sejenis,
lantai tanah/tanpa fondasi adalah Rp 125.000,00/m
Dalam pemberian ganti kerugian untuk bangunan ini disesuaikan dengan
tahun pembuatan bangunan tersebut danr kualitas bangunan, dalam hal ini
digunakan untuk penghitungan nilai susut dari bangunan tersebu: yaitu 2%
pertahun.
letiga, adalah mengenai tanaman  yaitu disesuaikan dengan jenis
tanaman dan besar kecilnya tanaman tersebut, di samping apakah tanaman itu
tanaman keras atau tanaman semusim. Sedangkan untuk gantil kerugian tanaman

terdiri dari: "

1. Bambuapus : Rp 1.250.000,00-
2. Mlinjo : Rp  25.000,00-
3. Randualas : Rp  15.000,00-
4. Sukun " Rp 5.000,00-
5. Serut : Rp 2.000,00-
6. Kelapa : Rp  40.000,00-
7. Pisang. : Rp  15.000,00-
8. Pepaya - Rp 1.000,00-
9. Mangga : Rp 1.000,00-
10. Jambu klutuk : Rp 5.000,00-
11. Tanaman : Rp 350.000,00-

dalam musyawarah antara kedua belah pihak yaitu panitia pengadaan tanah dan
nihak pemilik hak atas tanah, maka dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah
yang harus dibayarkan kepada pemilik hak atas tanah, dalam hal.'ini pembayaran
dilakukan lewat bank atas anjuran panitia pengadaan hak atas tanah dalam

musyawarah dan pemilik hak atas tanah menyepakatinya, der_lgan_ harapan dari

'* Sumber Data Bagian Perkotaan Pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta.
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panitia pengadaan hak atas tanah agar uang ganti kerugian itu. dapat disimpan
dengan aman.

Meskipun bagi pihak yang terkena pembebasan tanah, nilai ganti rugi
yang diberikan oleh pihak panitia terkadang tidak sesua, karena menurut
pendapat mereka ketika ada pembangunan terminal tersebut scharusnya tanah
mereka harus dinilai dengan harga tinggi. " Pendapat yang dilontarkan olch pihak
warga ini, bagi pihak panitia sudah dianggap tinggi karena Barga. tanah jika
dibandingkan dengan harga tanah masyarakat lainnya khususnya yang berada
disekitar daerah tersebut, masih jauh lebih tinggi.°

Meskipun demikian, sebagian besar dari tanah dibutuhkan telah
dibebaskan dan telah dipenuhi biaya ganti ruginya, tetapi ada satu orang pemilik
tanah yang tidak mau menerima harga dari ganti rugi tersebut. Hal ini karena
pemilik tanah tersebut meminta ganti rugi atas tanahnya seharga Rb. 2.000.000,0-
permeter. !’ Padahal sebagian dari tanah masyarakat yang telah’dibebaskan tidak
ada yang seharga tersebut. Jika hal ini dipenuhi otomatis akan membuat
ketidakadilan terhadap masyarakat lainnya yang sudah ‘_A'm.enerima harga
pembayaran ganti rugi di bawah Rp.2.000.000,0-. Untuk itulah maka pthak
panitia tidak mengabulkan keinginan dari salah satu pihak tersébut. Sehingga

sampai saat ini tanah tersebut belum dibebaskan sama sekali.,

" Hasil Wawancara dengan Ny. Sulasmiyati pada tanggal 11 Juli 2002.
' Hasil Wawancara dengan Bapak Suratmoko selaku Staf Sub Bagian Perkotaan pada
Bagian Tata Pemerintahan dan juga merangkap sebagai Bendahara proyek pembangunan terminal,
pada tan%t’:al 2 Juli 2002. . ‘
Hasil Wawancara dengan Bapak Margono pada tanggal 11 Juli 2002




tid

Namun demikian masyarakat sangat berharap, agar terminal tersebut
segera mungkin dapat diwujudkan, karena harapan mercka nantinya terminal

tersebut dapat menambah pendapat dan mata pencaharian bagi mereka.

4.4 Musyawarah

Dalam pelaksanaan asas musyawarah dilakukan oleh panitia pengadaan
tanah dan sering menghadirkan Dewan yang berkompeten dalam pertanahan yaitu
Komisi A secara langsung dengan pemilik hak atas tanah yang dipimpin oleh
panitia pengadaan tanah. Musyawarah ini dilakukan di balai Kelurahan Giwangan
dengan memberikan undangan terlebik dahutu kepada pemilik hak atas tanah,
maleri-materi yang dibicarakan dalam musyawarah mengenal besarnya pemberian
ganti kerugian. Musyawarah dilakukan berkali-kali '? Musyawarah ini dilakukan
berdasarkan jumlah dana yang tersedia, artinya apabiia Jumlah dana pada saat itu
hanya mencukupi untuk satu hektar areal tanah, maka musyawarah dilakukan
dengan pemilik hak atas tanah sekitar luas areal tanah tersebut, Jadi secara
bertahap.

- Dalam hal kesulitan penentuan kesepakatan ganti kerugian tersebut,
panitia pengadaan tanah memin‘ga bantuan kepada tokoh masyarakat diantaranya
iurah dan dan ketua RW setempat, tidak menutup kemungkinan musyawarah
dilakukan dikantor BPN.

Setelah terjadi kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah, panitia pengadaan tanah mengeluarkan

'® Hasil Wawancara dengan Bapak Lurah Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 6 Juni 2002,
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keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan

kesepakatan tersebut yaitu berupa uang pengganti yang diserahkan langsung
kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya.
Pasal 1 butir (4) Keputusan Presiden No S5 tahuﬁ 1993 menyatakan

bahwa panitia pengadaan tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membentuk

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian panitia pengadaan tanah hanya bisa terlibat untuk membantu

pengadaan tanah, jika dilakukan untuk kepentingan umum dilakukan melalui cara
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Berarli panitia pengadaan tanah hanya
bolch membantu pengadaan tanah yang dilakukan lewat pelepasan atay
penyerahan hak atas tanah seperti dimaksud oleh Keputusan Presideﬁ No. 55
tahun 1993.

Berdasarkan komposisi panitia pengadaan tanah yang telah dijelaskan di
atas di atas, maka panitia inj merupakan panitia daerah yang berada di bawah
tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat, sedangkan Badan Pertanahan
Nasional hanya berkewajiban membantu pelaksanaan tugas yang dimaksud, baik
dalam kepemimpinan maupun kesekretariatan Oleh karena itu, maka vang
menjadi ketua panitia adalah Bupati/W alikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1.

Keberadaan panitia pengadaan tanah ini bukan merupakan paﬁiﬁa adhoc
melain.kﬁn panitia yang tetap hanya pada keanggotaan Camat dan Lurah atau

Kepala Desa saja yang disesuaikan dengan wilayah dimana tanah tersebut berada.

Dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Giwangan

Bupati/Walikotamadya Yogyakarta tidak banyak terlibat karena dengan
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kesibukkan dengan tugas-tugasnya, sehingga tugasnya sebagai ketua panitia
pengadaan tanah lebih dilimpahkan pada wakil ketua yaitu Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Namun dengan adanya pergantian walikota
yang baru sekitar tahun 2001 maka secara otomatis ketua diserahkan kepada
Walikota yang baru. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas vang dilakukan oleh
Walikota sebagai ketua Panitia, memang tidak terlalu optimal, tetapi cukup sering
melakukan pemantauan kepada masyarakat untuk mengecek kebenaran dan tugas
yang dilakukan oleh panitia.'®

Berdasarkan tugas rincian panitia pengadaan tanah di atas dapat
disimpulkan bahwa panitia pengadaan tanah hanya sebagai mediator yang
membantu pelaksanaan pengadaan tanah, bukan sebagai pihak yang mengadakan
tindakan perolehan tanah, sehingga dalam menjalankan fugasnya panitia
pengadaan tanah berada di tengah-tengah kedua pihak yang Berkepentingan yaitu
kepentingan pihak pemegang hak atas tanah dan yang membutuhkan tanah.
Seharusnya untuk lebih menjamin objektivitas ﬁelaksanaan tugas panitia di atas,
memasukkan pemilik hak atas tanah ke dalam struktur kepanitiaan. Namun dalam
panitia pelepasan hak atas tanah ini di dominasi olehl lembaga-lembaga
pemerintahan, sebaiknya ada perwakilan dari warga masyarakat sébagai pemilik
hak atas tanah untuk duduk pada kepanitiaan tersebut agar lebih terjamin

keobjektivitasannya,

" Hasil Wawancara dengan Bapak Suratmoko, sclaku Staf pada Bagian Tata

Pemerintahan  Kota Yogyakarta sekaligus merangkap sebagai Bendahara Panitia Proyek
Pembangunan terminal, pada tanggal 20 Juni 2002.
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Mengenai biaya panitia sehesar 1% (satu persen) dari jumlah tafsiran
ganu kerugian, biaya administrasi 1% (satu persen) dari jumlah tafsiran ganti
kerugian, biaya operasional sebesar 2% dari jumlah pelaksanaan ganti kerugian.
Penggunaan biaya panitia ini dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasjonal dan Surat
Edaran Menteri Negara tanggal 29 Juni No.500-1988 pada angka (4) disebutkan
bahwa biaya pengadaan tanah terdiri atas honorarium panitia sebesar 1%, biaya
administrasi 1%, dan biaya operasional 2% dihitung dari jumlah tafsiran,

Dalam kasus pembebasan hak atas tanah yang sering menjadi pemicu
konflik antara kedua belah pihak adalah mengenai panti kerugian yang menurut
pemilik hak atas tanah tidak dirasakan adil, ganti kerugian itu sendiri buicanlah
scbuah konsepsi, artinya hanya memuat segi-segi teknis (prosedural), tetapi lebih
pada niléi, artinya bagaimana dalam pelaksanaannya telah terjadi kesesuaian
kehendak yang saling menguntungkan.

Menurut Pasal 7 Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993; pengertian
ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut 'bangunan dan atay
tanaman atau benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah. Dalam Keputusan Presiden ini pengaturan masalah
ganti kerugian diatur secara khusus dalam Bab I1I Pasal 15-20, selain itu juga ada
dalam Pasal 12 dan Pasal 14.

Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dalam hal pembangunan
terminal pada kelurahan Giwangan diberikan untuk hak atas tanéh, bangunan, dan

tanaman, serta bendé—benda yang lain yang berkaitan dengan tanah, -
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Dalam Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 yang diberikan pengertian
sehubungan dengan persoalan ini hanyalah mengenai hak atas tanah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka (6) di mana dinyatakan hak atas tanah adalah hak
atas sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1961
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan mengenai bangunan,
tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sama seka]{ tidak
disinggung dalam ketentuan ini. Apa yang dimaksud de.ng'an‘ bangunan, ada
berapa macam bangunan, tanaman bagaimana yang bisa diganti, dan apa pula
yang dimaksud dengan benda-benda lajn. 2 |

Taksiran nilai tanah didasarkan pada faktor-faktor, lokasi tanah, jenis
hak atas tanah, status penguasaan tanah, peruntukkan tangh, kesesuaian
peruntukkan tanah dan rencana taty ruang wilayah, prasaraﬁa yang tersedia,
fasilitas dan utilitas, dan lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

Sementara itu menurut Pasal 15 Keputusan Presidgn No. 55 tahun 1993
penetapan ganti kerugian itu harus memenuhi:

1. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atay sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Baﬁgunan vang terakhir
untuk lahan yang bersangkutan.

2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemeri"ntah.Daerah yang

bertanggungjawab di bidang pertanian.,

0 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Dan
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanann Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum Di
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Banduny, 1996, him. 143.




3 Nilai tanaman yang diatur oleh Instansi Pemerimah Daerah yang
bertanggung jawab di bidang pertanian.

Klasifikasi dan besarnya nilai Jual mengacu pada ketentuan Keputusan
Menteri Keuangan tanggal 23 Februari 1993 No.174/KMK 04/1993 tentang
penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan Klasifikasi mengenai nilai jual tersebut
hanya sebagai pedoman saja dalam penentuan ganti kerugian. Sedangkan inti dari
pemberian ganti kerugian ini adalah kesepakatan musyawarah antara pemegang
hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

Dalam penghitungan ganti kerugian di Kelurahan Giwangan ditetapkan
atas dasar, Pertama, harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau nilai
sebcnarpya, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan
yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan berkisar Rp 48.000,00 sampai
dengan Rp 82.000,00. faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah yaitu lokasi
tanah, jenis tanah, status penguasaan hak atas tanah, peruntukkan tanah,
kescsuaian penggunaan tanah dengan tata ruang wilayah, prasarana yang tersedia,
fasilitas dan utilitas, lingkungan dan lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

Status tanah pada kelurahan Giwangan pada umumnya bersertifikat yaitu
sebanyak 2.424 buah dengaﬁ luas tanah 99,8772 Ha, yang tersedia dari sertifikat
Hak Milik 2.187 buah dengan luas tanah 87,3571 Ha, sertifikat Hak Guna
Bangunan 173 buah dengan luas tanah 3,9216 Ha, dan ser‘;iﬁkat Hak Pakai 64

buah dengan luas tanah 8,5985 Ha.




Dalam pembayaran ganti kerugian dilakukan lewat lembaga Bank
dengan memberikan rekening pada pihak yang melepaskan hak atas tanahnya. Hal
ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pemilik hak atas tanah dan panitia
pengadaan tanah agar uang dari ganti kerugian tersebut dapat disimpan dengan
aman dan untuk menghindari penghambur-hamburan dalam penggunaannya.

Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat sﬁrat pernyataan
pelepasan hak atau penyerahan yang ditandatangani oleh pexﬁegang hak atas tanah
dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya serta disaksikan oleh
sekurang-kurangnya dua anggota panitia. Pada saat pembﬁata‘n surat pernyataan
pelepasan hak atau penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib
menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah
yang bersangkutan pada panitia. Kemudian panitia. membuat berita acara
pengadaan tanah setelah pelepasan hak atau penyerahan tanah; panitia melakukan
pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang tanah dan kemudian
asli surat-surat dan dokumen-dokumen yang boerhubungan dengan pengadaan
tanah diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Pemberian ganti kerugian dapat diserahkan kepada pemegang hak atas
tanah atau ahli warisnya yang sah, apabila tanah itu wakaf diserahkan nadzir atau
apabila kepemilikkan tanah adalah milik bersama, sedangkan satu atau lebih orang
tersebut tidak diketahui domisilinya, maka ganti kerugian dapat dikonsinyasikan
(dititipkan) melalui Pengadilan Negeri setempat. Hal ini diatur daiam Pasal 37

Keputusan Presiden No.55 tahun 1993,
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4.5 Faktor Pendukung dan Fuktor Penghamhai

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan vang

sangat menarik dan sekaligus unik mengingat pembangunan nasional sangat

membutuhkan tanah tetapi kebutuhan tanah tersebut tidak terlalu mudah untuk

dipenuhi. Hal demikan sudah disadari oleh semua pihak.

Dalam ketentuan hak pengadaan atas tanah demi kepentingan umum

“yang patut diingat adalah dimana didalamnya terdapat hak pengelolaan dan

penguasan oleh negara. Dalam hak pengelolaan dapat diséraﬁkan dan diberikan
oleh negara kepada pihak lain termasuk swasta.

Berdasarkan pasal 4 , dan pasal 1 UUPA dapatlah kiranya dikemukakan
bahwa hak penguasaan oleh negara ini menjadi suatu yang kvat. Namun
disamping itu penguasaan ini tidak boleh melupakan hak penguasaan oleh
individu atau oleh masyarakat yang oleh memperoleh haknya atas tanah dengan
cara yang sah seperti hak guna usaha, hak milik, hak bangunan maupun oleh
sebuah lembaga seperti tanah kas milik desa. (verponding).

Dalam hal pengadaan tanah oleh negara, hal fers'eb.ut harus tetap
dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan
tetap menghormati hak-hak- pengausaan oleh masyarakat. Maka dari itu tanah-
tanah penduduk yang dimiliki maupun dikuasai secara individu maupun secara
kelompok yang terkena pengadaan atas tanah demi kepentigan. umum harus
mendapatkan ganti kerugian yang sesuai.

Dalam mencapai kesepakatan mengenai biaya dan ganti kerugian atas

tanah penduduk tersebut, pihak pemerintah harus menempuh jalur musyawarah,




Jalur musyawarah ini dilakukan oleh panitia pengadaan ténah yang sengaja_
dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pengadaan tanah démi keptingan umum.
Musyawarah ini harus selalu berpatokan pada prinsip-prinsip objektifitas, dalam
arti harus melihat kepentingan masyarakat yang lainnya yang menguasai fanah
tersebut.

Kiranya tidak terlalu berlebihan jika kita akan melihat dan mengadakan
pemctaan atas berbagai permasalah yang menjadi titik 'fokué dari penelitian ini
menyangkut beberapa hal seperti ganti kerugian, musyawarah, dan pembentukan
panitia pengadaan tanah oleh pemerintah.

Adalah menjadi tanggungjawab dari pemerintah khususnya pemerintah
Kotamadya Yogyakarta untuk me'ngusahakan pengadaan tanah yang memenuhi
kriteria seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kiranya
tidak akan menjadi suatu pembatas atas beberapa hal yang menjadi kategori dari
berbagai ketentuan yang menjadi perhatian dari kategori tersebut.

Permasalahan pengadain tanah dalam rangka pembangunan untuk
kepentingan umum, sepreti pembuatan terminal bus di Kelurahan Giwangan DIY,
yang berpedoman pada ketentuan UU No. 55 tahun 1993, khusus menyangkut
ganti kerugian, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPR No. 42
tahun 1992, di mana setiap orang berhak untuk menikmati hasil vang layak dari
pembangunan tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam UUPR tersebut tidak
sefalu berkaitan dengan ganti kerugian yang semata-mata hanya berdasar pada hal
yang bersifat materiel belaka tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan

dengan immateriel dalam pengertian kesejahteraan untuk rakyat.
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Kecendrungan yang terjadi dalam kasus pembangunan terminal bus
Yogyakarta, di mana kelayakan yang tercantum dalam ketentuan UUPR maupun
daiam UU No. 55 tahun 1993 khusus yang berkaitan dengan ganti kerugian sangat
sulit sekali untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara pihak pemerintah
yang dalam hal ini diwakili oleh pihak panitia pengadaan tanah dengan pihak
masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang akan diperpunakan untuk
pembangunan terminal tersebut. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak
bertahan pada standarisasi harga yang dimilikinya.

Faktor ini semata-mata disebabkan karena belum adanya kesesuaian
mengenai masalah harga yang harus dipenuhi oleh pihak panitia Adan tingginya
tawaran yang diinginkan oleh para pemegang hak (masyeirakat) kepada pihak
panitia, Padahal dana yang tersedia untuk pembagunan tersebut sangat minim
sekali atau dengan kata lain tidak sanggup untuk memenuhi segala permintaan
dari masyarakat atas keinginan-keiginan dari masyarakat pemegang hak atas tanah
tersebut. |

Ketentuan Undang-undang Penataan Ruang (UUPR).pasal 4 ayat (1),
mesnychutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana pemanfaatan
tata ruang yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dengan mengetahui
adanya rencana dari pemerintah berdasarkan tata ruang yang telah ada dan hal
tersebut telah diketahui oleh pihak masyarakat bahwa pada sﬁatu Saat nanti tanah
yang mereka miliki tersebut, diatasnya akan dibangun sebuah terminal bus, secara
kontan mereka mulai untuk memasang tarif dan harga yang pantas bagi mereka

dan bisa dikatakan sangat tinggi sekali.
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Namun demikian, disatu sisi tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran
dari masyarakat sekitarnya terhadap arti penting sarana dan prasarana bagi mereka
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan terminal yang bada akhimnya nanti
akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita mereka jika teminal tersebut
dibangun, sedikit memberikan dorongan sehingga kescpakatan-kesepakatan yang
dilakukan antara pihak panitia dengan pihak pemilik hak tidak terlalu
menampakkan permasalahan yang begitu serius. Hal ini dibuktikan dari adanya
berbagai penjelasan yang diberikan oleh panitia terhadap para pihak masyarakat,
dengan cepat dapat dimengerti oleh mereka.

Faktor pendukung lainnya yang mampu  memberikan adanva
kesepahaman dan kelancaran dalam pelepasan hak oleh para pemilik hak tanah
tersebut karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak perangkat desa
khususnya yang mampu memberikan pandangan-pandangan yang terbaik kepada
masyarakatnya sehingga mereka dapat mengerti dan memahami inengapa tanah
yang mereka miliki tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah.

Keseriusan dari pihak pemerintah khususnya para perangkat desa
setempal dan panitia pengadaan tanah dalam memberikan péndangan terhadap
para pihak yang tanah mereka terkena pembebasan tanah dibuktikan dengan
berulangkalinya mereka melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak baik
secara formal maupun informal.

Peranan yang besar yang ditunjukkan oleh para perangkat desa, juga
didukung oleh adanya kesadaran dari para panitia khususnya pemerintah dalam

memahami tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat atas nilai gantl kerugian
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yang dimintakan oleh masyarakat kepada pihak pemerintah atas tanah mereka

yang akan dipakai untuk pembangunan terminal tersebul. Schingga kebuntuan-

kebuntuan dalam melakukan negosiasi  oleh pi‘ﬁak panitia dengan pihak

masyarakat senyatanya lebih lancar, dan dapat dinilai baik.




BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

.t\.)

Status yuridis pengaturan mengenai pengadaan tanah di Indonesia, di mana
I5 (lima belas) tahun setelah Kemerdekaan Indonesia dikeluarkan undang-
undang yang mengatur tentang masalah pertanahan (Agraria) yang
dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 vang memberi
wewenang melakukan pencabutan tanah untuk kepentingén umum (Pasal
18) dan prosedur atau tata caranya diatur dalam Undang-Undang No. 20
tahun 1961. Sementara istilah pembebasan tanah baru termuat dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 2 tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan

Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak

Swasta, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahﬁn 1985 tentang Tata
Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah
Kecamatan. Dengan keluarnya Keppres No. 55 Tahun 1993, maka
Permendagri No.15 Tahun 1975, Permendagri No. 2 Tshun 1976 dan
Permendagn No.2 Tahun 1985 di cabut,

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, yang berkaitan dengan pembangﬁnan terminal bus di

Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarte, dilakukan melalyi penetapan lokasi
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pembangunan, permohonan ijin kepada Walikota, yang kemudian

dilanjutkan dengan pembebasan tanah oleh pihak pemerintahan kota

Yogyakarta.

. Pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan Terminal di Kota Yogyakarta dilakukan oleh sebuah panitia
yang kemudian panitia tersebut melakukan diaiog-di'albg dengan pihak-
pthak yang tanahnya terkena pem.bebasan tanahl un;tuk keperluan
pembangunan terminal tersebut. Dialog ini berkaitan dengan kegiatan
pembangunan terminal dan masalah ganti kerugian yang akan diberikan

oleh pihak Pemerintah Daerah kepada paia pihak.

. Faktor penghambat dan faktor pendukung pengadaan tanah untuk

kepentingan umum guna pembangunan Terminal Bus Giwangan di  Kota
Yogyakarta berbagai ragam bentuk dan unsurnya. Adanya usaha vang keras
dari panitia dan perangkat des_a dalam melakukan pendekatan dengan para
waé'ga yang terkena pembebasan dan adanya kesadaran yang dimiliki oleh
masyarakat merupakan faktor pendukupg berjalannya usaha pengadaan
tanah. Sedangkan faktor penghambat yang muncul dari kegiatan pengadaan
tanah untuk pembangdnan terminal di Yogyakarta disebabkan karena begitu
mereka mengetahui adanya proyek pembangunan terminal yang nantinya
akan berlangsung di atas tunah mereka, menimbulkan tingginyh hargé tanah
yang diminta oleh pihak masyarakat. Sedangkan satu sisi jumlah dana yang
tersedia untuk mencukupi kebutuhan ganti kerugian tersebut tidak dimiliki

secara penuh oleh pihak pemerintah sehingga terpaksa pembebasan tanah
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tersebut dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap hingga sampai saat

ini.

5.2 Saran

1

)

Kepada pihak pemerintah atay kepada pihak yang akan melakukan
pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan umum, dalam melakukan
pembebasan tanah sebaiknya tetap menjalankan prinsip-prinsip musyawarah
mesekipun itu dilakukan secara terus menerus, sehingga hak-hak dari

masyarakat tetap terjaga dan dihormati.

- Kepada para pihak, baik pihak pemerintah maupun  swasia yvang akan

mengadakan pembebasan tanah sebaiknya melibatkan unsur-unsur
masyarakat lainnya untuk berpartisipasi khususnya para pemuka dan
pemegang adat vang ada di lingkungan di mana tanah tersebut berada,
sehingpa pendekatan secara psikologis dapat menjaga pilihan yang efektif

guna pembebasan tanah.

. Kepada masyarakat dalam hal adanya pembebasan tanah yang menyangkut

tanah maupun bangunan hak mereka sebaiknya berlpegang pada prinsip
Ptikad baik. Artinya tidak dengan tiba-tiba dan aclanyg UNsur aji mumpung
sehingga tanah yang mereka miliki dipatok dengan hafga yang tidak masuk
akal. Meskipun mereka mempunyal hak untuk menjkarﬁati hasil dari
adanya kebijakan tersebut tetapi  demi mendukﬁng . suatu  proses
pembangunan dapat berjalan dengan lancar sebaiknya mereka juga harus

memegang prinsip I’tikad baik tersebut. . Demikian Juga halnya dengan
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pihak pemerintah juga harus tetap memegang prin;v.fp Itikad baik dan
kebersamaan dengan pihak masyarakat.

4. Iv{éngingat pentingnya pengadaan tanah nntuk kepeﬁtingan umum, maka
harus terdapat kemauan politik untuk memperbaiki Uﬁdang-Undang No.20
tahun 1961 terutama harus adanya musyawarah terlebih dahulu sebelum
dilakukan pencabutan hak atas tanah agar peratufan tersebut lebih
transparan, dan juga harus ada kejelasan kriteria tentang kepentingan umum
sebagai alasan pencabutan hak atas tanah serta kemauan politik untuk
mempergunakan undang-undang tersebu, Dengan menggunakan undang-
undang tersebut sebagai perbuatan administrasi negara, maka masyarakat
lebih mempunyai kepastian hukum bukan negara kebijaksanaan,

5. Pemberian ganti kerugian hendaknya didasarkan atas realitas yang ada
dalam masyarakat, artinya besarnya nilai tersebut diprediksikan bahwa
masyarakat yang tanahnya dibebaskan dapat membangun kembali
kehidupannya dengan lebih baik. Dalam ha jenentuan tempat musyawarah
seharusnya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 ini lebih menjelaskan
mengenai tempat diadakannya musyawarah, karena seperti halnya dalam
Pasal 11 Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993, bahwa musyawarah

dilakukan ditempat yang ditentukan dalam surat undangan.




RINGKASAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, melahirkan konsekuensi untuk
menciptakan tata aturan hukum yang sesuai dengan kedudukan negara Indonesia
sebagai negara merdeka.

Dengan lahimya Undang-Undang Pokok Apgraria, terjadilah snaty
perormbakan hukum yang sangat fundamental di bidang pertanahan, karena
sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ada 2 hukum tanah
diantaranya, hukum tanah yang bersumber dari Hukum Barat dén hukum tanah
yang bersiﬁmber dari Hukum Adat, jadi terdapat dualisme dalam hukum tanah,
dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diadakan pencabutan dan
penggantian berbagai peraturan-peraturan fama vang sudah dianggap tidak sesuai
lagi, karena aturan hukum Seyogyanya merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial
budaya yang hidup dalam masyarakat, dimana sis_tem hukum yang berlaku
merupakan sub sistem sosial.

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah meru;ﬁakan wujud dari
implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar ]94_5. Oleh karena itu,
Undang-Undang Pokok Agraria harus ditempatkan sebagai induk dari undang-
undang yang lain yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya.

Undang-Undang Pokok Agraria memiliki tujuan untuk meletakkan dasar-
dasar bagi penyusunan hukum agraria. masional. sckaligus berniat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat, meletakkan

dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum




pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenat hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam hal ini unsur yang paling essensial dan universal dalam sebuah
negara hukum adalah asas legalitas yaitu dengan meletakkan undang-undang
sebagal sumber kekuasaan. Dalam hukum administrasi badan atau pejabat
administrasi tidak berwenang melaksanakan hukum administrasi tanpa didasarkan
atas undang-undang, dan wewenang tersebut harus dicantumkan secara tegas.

Dalam Uhdang-Undang No. 20 Tahun 1961 wewenang mengatur mengenai
tanah untuk kepentingan umum adalah dengan cara pencabutan hak atas tanah,
bukan pembebasan hak atas tanal. Sedangkan dalam Keputusan Presiden No 55
tahun 1993 mengatur permasalahan mengenai pembebasan hak atas tanah, di
mana Keputusan Presiden tersebut menjadi satu-satunya acuan bagi pembebasan
hak atas tanah untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk‘ kepentingan
pemerintah, tindak lanjutnya dilakukan oleh sebuah panitia yang sengaja dibentuk
untuk melakukan npengadaan tanah dengan pemhehacan terhadap suatu proyek
pembangunan kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar,
Pelaksanaan pengadaan tanah dengan melakukan pembebasan tanah oleh pihak
panitia, harus dilaksanakan dengan jalan musyawarah, terutdma menyangkut ganti

kerugian kepada para pihak yang terkena pembebasan tanah.
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